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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah analisis dan pembuhasan yang dilakukan oleh penulis,dapat

ditarik kesimpulan mengenai hasil penambahan wejib pajak, kepatuhan wajib

pajak dan peneriraan pajak sebags: hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi

pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung

Satu, yaitu sebagai benkut:

1.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikast wajib pajak yang dilaksanakan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dalam penambahan jumlah
wajib pajak pada awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat
dikatakan bahwa pelaksanaannya sudah efekuf. Hastlnya menunjukan
adanya penambahan jumlah vwajb pajak vyang terdaftar sebagai wajib
pajak. Hal ini dikarenakan pade setiap tahunnya kegiatan sosialisasi yang
dilakukan di KPP Pratama Jakarla Cakung Satu dapat berjalan dengan
baik, sehingga wajib pajak mulal tergerak hatinya uniuk sadar akan
pentingnya mendaftarkan diri sebagai wapb pajak,

Pelaksanaan kegiatan ekstensiiikast wajib pajak yang dilaksanakan di
Kantor Pelayanan Pajak Praiwna Cakung Satu dalam kepatuhan wajib
pajak pada awal tehun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dikatakan

bahwa hasilnya belum efektif. hal ini disebabkan adanya kealpaan wajib
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pajak dan penundaan dalara melaporkan dan membayar SPT oleh wajib
pajak.

Pelaksanaan Eksiensifikesi wajib pajak yang dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dalam penerimaan pajak pada
awal tahun 2011 sampai teihun 2013 dapat dikatakan bahwa hasilnya
sudah efektif namun pada thun berikutnya masih terjadi penurunan
presentase, hal ini dikarenakan program ekstensifikasi sudah dilakukan
sejak lama sehingga pada tahun-tahun berikutnya lebih kecil karena sudah
terjaring oleh kegiatan ekstensifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
Penurunan penerimaan pajek ini juga dikarenakan beberapa faktor
diantaranya yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak melapor dan
membayar, banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak,
adanya wajib pajak yang melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar
sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak, adanya wajib
pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satw (NPWP), dan adanya
wajib pajak yang sudah besar pindah ke KPP lainnya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu
yaitu kurangnya kualitas dan kuvantitas sumber daya manusia vang ada di
KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sehingga dalam menggali potensi
wajib pajak masih kurang maksimal dan target penerimaan pajak pun
tidak dapat terealisasi dengan baik, kurangnya sosialisasi aias peraturan-
peraturan perpajakan yang bw:x:].zz%u: belum baiknya sistern pendataan

wajib pajak dikarenakan tidak ada data yang lengkap maka akan susah
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untuk mendorong wajib pajak agar menjadi patuh terhadap kewajiban
perpajakannya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama
Jakarta Cakung Satu yvaitu mengatasi kendala-kendala tersebut supaya
kedepannya kegiatan ekstersifikasi dapat meningkatkan kepatuhan dan

penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran agar

penerimaan pajak pada Kantor Pzlayanan Pajak Pratama Jakaria Cakung Satu

dapat mencapai peningkatar, veiru dengan:

1.

KPP Pratama Jakarta Cakung Satu scharusnya lebih mengoptimalkan lagi
kegiatan ekstersifikasi wajib g:fajak dengan meningKkatan sosialisasi dan
penyuluhan wejib pajal I«:am?a masih banyak orang pribadi maupun
badan yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan mendafiarkan diri sebagai wajib pajak.

KPP Pratama Jakarta Cakung ?E;am seharusnva melakukan peningkatan
sumber daya yang memiliki so/f skil/ di bagian seksi cksiensifikasi Serta
lebih banyak lagi dalam melakikan suatu kerjasama dengan instansi atau
lembaga yang dapat memberikan data wajib pa:ak potensial.

Peran aparat KPP Pratama A.éézza.karta Cakung Satu seharusnya lebih
ditingkatkan lagi tanpa melupakan aspek penegakan hukum dengan cara
memberikan sanksi yang tegas terhadep wajib pajak yang tidak patuh

terhadap ketentuan pajak yang berlaku.
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ABSTRAKSI]

Istikhoma

Upfnya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam
Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Setia Budi [

Jumlah halaman : V111 + 87 haloman, lompiran

Kata kunci : Upaya Peningkatan Penerimazan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan Dalam Menunjang Penerimaan Pajak

Alasan dan Tujuam penelitian @ Untuk menganalisis scberapa  becar
penerimaan PPh Badan dan peranriya di KPP Setia Budi 1.

Metode Penelitian : Menggunakan  meiode  deskriptif avalisis untuk
mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah Wayib
Pajak Badan. '

Pembahasan : Dalam peningkaton pesenimaan PPh Badan KPP Setia Budi |
melakukan pemeriksaan dengai cara kegiatan ekstensilikasi seperti melakukap
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PUL tadwe vang belum terdaflar, peayisimn
Wujib Pajak Badan. dan juga dengan cara keglatan intensifikasi seperti
pemantauan pembayaran PPh Paval 25 Badan, penelitian sctoran akhir tahun
(PPh Pasal 29). serta melakukan pemeribsoan objek pajak yang tidak / kurang
dilaporkan.

Kesimpulan Dan Saran : Adunva peninghatan penerimaan PPh Badan lebih
banyak disebabkan oleh faktor jumleh Wajib Pajak PPh Budan, hal ini dapat
terlihat dengan semukin bertambahnya jumlah Wapb Pajak PPh Badan, hal ini
dapat terlihat dengan semakin bertambahanya jumlah wajib rajak badan di KPP
Setia Budi 1 sctiap tahunnya. Sarae : Untuk Tahun ~ tahun yang akan datng
Kegiatan penyisiran di daerah wilayah KPP Setia Budi 1 dalam menunjang
kegiatan Ekstensifikast sebaiknnya dilakukan juga terhadap wajib pajak PPh
Badan Untuk meningkatkan penerimaan: PPh Badan di KPP Setia Budi 1

Daftar Pustaka : 10 buku

Dosen Pembimbing : Dirs. Boedi Sctvo Hartono, Ak, MM
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BAB L

PENDAMULUAN

1.1  Latar Belakang

Prinsip APBN yang berimbang dan dinamis yang dianut oleh pemerintah
menyebabkan penerimaan pajak Indonesia harus selalu meningkat. Hal ini
disebabkan karena percrimaan pajak selalu dikailkan dengan kebutuhan investasi
dalam negeri yang terus - menerus akibat provek-proyek pensbangunan nasiongl yang
werus bertambah, dimana dalam  peluksanaan  pembangunan  nasional,  harus
berdasarkan kemampuan sendiri, sedangken bantuan luar negeri hanya sebagzal
pelengkap. Penerimaan pajak diharapkar dapat mengganti peran pinjaman agar
ketergantungan pada pihak luar dapat dikurangi. Agar supaya negara semakin mampu
membangun berdasarkan kemarnpuannya seadiri, perlu kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan  keikutsertaanya dalam
pembiayaan negara, sebab salah satu sunber penerimaan negara yang potensial
adalah pajak.

Apabila ditinjau dari segi mikro ekonomi, pajak adalah peralihan uang / harta
dari sektor swasta / individu ke sektor publik / pemerintah, tanpa ada imbalan secara‘
langsung. Uang pajak yang diterima oleh pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat
untuk membiayai kepentingan umum masyarakat schingga memberi dampak yang

sangat besar pada perekonomian masyarakit (makro ekonomi)
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Agar dapat tercapainya penerimean pajak yvong tercantum dalam £ PBN serta
adanya peningkatan penerimaan pajak baik sceary koantstatel maupun kualitatif maka,
pemerintah perlu mengeluarkan berbagar kebijakan dalam upaya meningkatkan
penerimaan pajak. Salah satu kebijakan vang dikeiuarkan cleh pemerintah terseb at
adalah dengan mengeluarkan Undang - undang Perpajakan Tahua 2000 yang
diberlakukan pada tanggal 1 Januart 2001 yang juga menjadi bukti nyata berlanjutnya
reformasi perpajakan di Indonesia, serta bertwjuan untuk meningkatkan keberhasiln
proses pernungutan pajak di indon xsia.

Disamping adanya Undang - undarg vang menjadi dasar dan kepastian hukum
bagi seluruh Wajib Pajak dan bazi pihak pemerintah schagay pemungut pajak, maka
keberhasilan pemungutan pajak juga ditentukan oleh beb crapa faktor antara lain
adalah penghasilan penduduk. jumlah Wajib PPajak baik badan maupun perorangan,
dan aparat perpajakan.

Pajak Penghasilan merupakan saiah satu jenis unsur pajak yang diberlakukan
sebagai salah satu scktor penerimaan negara vang digunakan oleh pemerintah untuk
membiayai pembangunan nasioal. Oleh karena itu, segala upaya dilakukin
pemerintah dalam meningkatkan penerimzan pa,ak penghasilan salah satunya adalah
upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan hal ini disebabkan Wajib
Pajak PPh badan merupakan Wajib Pajak potensial untuk direnai pajak namun
cfektifitas pémbayamn pajaknya masih mmm@ sehingpa pelaksanaan administrasi
dalam peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badin sangat diperlukan. ini

disebabkan pengendalian  admunistrasi  perpsjakan  yang  meliputi  pembinaan, -
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pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi ada pada petugas pajak itu
sendiri, cara tersebut perlu dilakukan sebagai upaya agar jaminan dan kepastian,
hukum mengenai hak dan kewaiiban Wajib Pajak PPh Badan dapat diwujudkan
sehingga kesadaran dan kepatuhan Wajib Pujiak PPh Badan dalam membayar pajak
dapat ditingkatkan.

Penulis memilih mengadakan penclitionnys dit KPP Setia Budi 1 karena
diduga pada KPP Setia Budi | penerimaan pajak tidak sesuai yang diharapkan dan
ditargetkan oleh kantor KPP Setia Budi L.

Rerdasarkan hal tersebut Gi atas. penulis berkeinginan untuk meneliti realisasi
lapangan yang akan dipaparkan calam hentuk karya wlis yang diberi judul “UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN PAIAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK DI KPP JAKARTA

SETIA BUDIL*.



1.2

1.4

Idenfifikasi Masalah

e

Bagaimana upayez peserimaan I'’h badan dan pengaruhnya terhadap
penerimaan pajak di KPP Jakarta Setia Budi L

Bagaimana upaya peningkatan yang dilakukan terhadap penerimaan PPh
Badan di KPP Setia Budi L.

Bagaimana peran dJan bessrare pencrimaan PPh Badan terhadap

penerimaan pajak Jdi KPP Setia Badi 1.

Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatsi permasalahan hanya pada anafisa

enerimaan Pajak Penehasilan Waiib Badan dolam menunjang penerimaan
) : £ 1

pajak di KI'P Setia Budi |

Perumusan Masalah

o

Lol

Apakah penerimaan PPh Badan berpengaruh teradap total penerimaan
pajak d¢ KPP Setia Budi 1.

Apakah upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan telah: difakukan
maksinal oleh KPP Setia udi L

Apakali besarnya penerimaan PPh Budan cukup signifikan terhadap

penerimaan pajak KPP Setia Bud: L



1.5

Lh

Tujuan Penelitian

1.

b2

Untuk menganalisis penerimaan PPh - Badan berpengaruh  terhadap
penerimaan pajak di KPP Setia Budi b

Untuk mengevaluasi yang dilat.ukan KPP Setia Budi T dalam upaya
peningkatan penerimaan PPn Badan.

Untuk mengevaluasi peran FPh badan terhadap penerimaan pajak KPP

Setia Budi L.

Manfaat Penelitian

2

(7S]

Bagi KPP sebagat pelakssna pemunguian pajak dapat  mengambil
kebijakan untuk lebih menginiensitkan penag lan pajak sehingga dapat
meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Setia Budi L

Bagi penulis. untuk menambah pe aeetahuan seeara nyata dan penambahan
dalam bidang akuntansi pada wmumnya dan perpajakan pada khususnya.
Bagi pihak lain diharapkan dapai digunakan scbhagai bahan bacaan yarg
dapat menambah wiwasan uniux pengembangan dan peralaran ilmiah
bagi para mahasiswa khususaye dan aktivitas - aktivitas akadomika pada
umumnya serta depat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan  tentany perpajaban schingga  dilarapkan  dapat timbul
kesadaran dalam menjatankan kewajiban pajaknya bagi masyarakat pada

umumnya.
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1.7  Kerangka Pemikiran

Dalam peningkatan penerimaan PPl Budan KPP Setia Budi 1 melakukan

pemeriksaan  dengan cuma  kegiotun Dkstensifikasi  seperti - melakukan

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PPh Badan yang belum  terdaftar,

seperti pemantauan pembay aran PPh Pasal 25 Badan, penelitian setoran akhic

tahun ( PPh Pasal 29 ), serta melakukan pemeriksaan objek pajak vang tidak /

kurang dilaporkan.

1. Kegiatan Fkstenstitkass Wagib Paek mchputi:
& ) : I

a.

Pemeriksaan terhadap Wajib paak PPh Badan yang belum cerdaftar
ini ditakukan dengan cara Pemeriksaan Sederhana Lapangan ( PSL ),
yaitu dengan cara mengirin: surat himbauvan untuk mendaitarkan diri,
calon Waiib Pajak diberikan NPWP secara jabatan, pemeriksaan calon
Waijib pajak yang memiliki penghasilun terutang pajak.

Penyisiran Wyjib Pajak Bodan. kepiatan ii;i dilakukan oleh petugas
dengan mendatangi tempat-tempat usaha / kegiatan Wajib "ajak tidak
dikenal di suatu daerah tertertu vang berada di wilayah KPP Setia

Budi I



2. Kegiatan Intensifikas
a. Pemantauvan Pembayaran Paiak Pasal 25 Badan

Pemantauan termasuk penerimasn dan pelaporan pasal 25 program

Lhususnya SPP ( Sistem Penerimaan Pajak ). Dengan sistem ini setiap

Wajib Pajak yang apor dan tidak lapor akan terlthat di PPH Badan

yang berada di ( jaringan intern pajak )

b. Penelitian Setoran Akhir Tahun {( PPh Pasal 29 )

Penelitian berdasarkan pada laporan SPT tahunan Wajib Pajak pada

form induk SPT point F di mans menjelaskan angsuran 5P perbulan

selama satu tahun.

Pemeriksaan dilakukan melatui pemeriksaan sederhana lapangan oleh
seksi PPh Badan vang mana seoagi hetua tim pemeriksa sederhana lapangan
dipegang langsung olch hepala Sub Sekosi verifikasi PPh Badan. Pemeriksaan
sederhana lapangan dalam rangka kegiatan intensifikasi yang dilakukan olch
KPP Setia Budi I harus diselesaikan paling lambat satu bulan terhitung seja
tanggal Surat Perintah Pemeriksazn Pajak ( SPPP ) sampai dengan laporan

pemeriksaan pajak ( LPP ) disetujw oleh kepala KPP setia Budi |



SKEMA KERAGCAMAN PEMIKIRAN

Uﬁ BPh. 23 }

Ekstensifikasi intensifikasi
|
|
| !
Pemeriksaan:
Pemeriksaan Peneliticn - Obyek  pajak
terhadap wajib Penyisiran Pemantauan Setoran akhir yang tidak /
sajak PPh Badan Wajib Pajak Pembayaran tahun kurang
yang belum Badan Pajak Pasal 25 (PPh Pasal 29 dilaporkan
terdaftar Badas Badan) - PPl Badan
yvang tidak /

kurang dibayar

Sumber Data : Penigarang Agus Setiawan, Ak, denzan judul Cara Mudah

Evaluasi

Penerimaan PPh Badan

Menghitung PPh Badan Dengan Undang-Undang Pajak “erbaru
vang diolah oleh Penulis
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1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembuhasan, maka skripsi ini akan dibagi

dalam limaz bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga

merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BABI

BAB X

BAB I

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang pemilihan
judul, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika
penulisan.

LAMDASAN TEORI

Pada bab ini zkan dibahas teori-teon yang digunakan sebagal dasa
penelitian tentang pajak penghasilan. Dalam bab ini juga akan
diurnikan  kerangia pcmi%gmm: vang dapat  membantu  dalam
memec;ahkan masalah yang dibahas.

METODOLOGE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraiban mengenai metode penehitian yang
dipakai dalam penelitian. tekhnik pengumpulan data dan metode
aﬁalﬁsa data.

ANALISA DATA

Bab ini menguraikan mengea: perkembangan penerimaan PPh Badaa
dengan menggunakan metode deskriptif’ anlisis melalui - analisa

perubahan dan perbandingan maupun peran penerimaan PPh Badan



BABYVY

¢

terhadap penerimaan PUh dar seluruh penerimaan pajak di KPP Setia
Budi 1. selain itu juga akan divraikan mengenai hal-hal yang dapat
mempengaruhi penerimaan PPH Badan serta upaya yang dilakukan
dalam peningkatan peneriraan M}h Badan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penump yang berisi kesimpulan yang
diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan penulis, serta saran-saran

yang didapat Jari peaelitian.



BAE 1
LEANDASAN THOR]

2.1 Pemgertian Pajak
2.1.1 Definisi Pajak
Banyak para ahli dalam bidang perpajekan 3 ang memberikan pengertian atau
definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Definisi vang dikemukakan oleb
Adriani yang telah diterjemalikan cleh Santese Brotodiharjo dalam bukunya yang
berjudul “Pengantar llmu Hukum Pajak’ (Waluye dan Wirawan, 2000:2) adalah
sebagai berikut:
“Pajak adalah wian kepada negars (yang dupat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menunit peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kemibali, yang langsurg dapat ditunjuk. dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaras-pengeluaran umum berbubung dengan

tugas negara untuk menyelenggarakar pemerintahan.”

Sedangkan definisi pajak yang diberikan oleh Rochmat Soemitro, dalam
bukuﬁya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajsk Pendapatan” (Waluye dan Wirawaa,
2000:2) sebagai berikut:

?Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
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(kontraprestasi), yang langsung dapa: dinmjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran urnum.”

Lain lagi definisi pajak vang dikemukakan oleh Rimsky (2001:7) adalah

schagai berikut:

»Pajak adalah suatu keyakinan kenegaraan dan pengebdian serta peran aktif
warga negara dan anggoia masyvarskai lainnya vatuk membiayai berbagai
keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelatsanaannya diatur
dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan
bangsa dan negara.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik besimpulan tentang cirt - ¢iri yang

melekat pada pengertian pajak sepagal bertxut:

Pajak di pungut berdazarkan undeng-undang serta aturan pelaksanaannya dan
sifatnya dapat dipaksakan

Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjuk adanya kontreprestasi indvidual
oleh pemerintah

Pajak di pungut olch negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Pajak di peruntukan bagi pengeluarn-pengeluaran penierintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
invesment

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur



2.1.2  Fungsi pajak
Sebagaimana telah diketahui eiri-cin yang melekat ;:;ac%u pengertian pajak dart
berbagai deflinisi di atas, schingga terlihat sdanva dua fungs) pajak. Menurut
Waluyo dan Wirawan (2000:3) dua fungs: pujak tersebut terdiri da i
a. Fungsi Penerimaan (Budgerer)
Pajak berfungsi sebagai sumber dane yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Conloh: Dimasukannya pajak Calam anggeray pondapatan belanaja negara (APBN)
sebagai penerimaan dalam negeri
b. Fungsi Mengatur (Reguler,
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengaiur atau melaksanakan kebijzkan di
bidang sosial dan ekonomi
Contoh: Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualrn Barang Mewah untuk produk -
produk impor tertentu dalam rangia melindungl »roduk ~ produk dalam

negeri.

2.1.3  Azas-Asaz Pemugutan Pajak

Untuk mencapai  tyjuan  pemunguan - pajak, dalam memilih alternatit
pemungutannya periu berdasarkan pada azas-azas pemungutan pajak sehingga
terdapat keserasian antara pemungutan pajak Cie-;igzm tujuan daa asaznya. Adam smith
dalam bukue An iguri info the natura g%a:ases of the wealth of nation

(Munawir,2000:14) pemungutan pajak hendaknva didasarkan pada:
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a. Asaz Equality
Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu pembagian pengenaar
pajak diantara masing-masing subjek pajai hendaknya dilakukan secara seimbany
dengan kemampuannya. Kemampuan vajib paiak dapat divkur dengan penghasilan
yang dinikmati masing-masing waiib pejuk dibawah serlindungan pemerintah.
Negara tidak diperbolehkan mengadaken pembedaan atau diskriminasi diantara
sesana wajlb pajak.

b. Asaz Ceriainty
Penetapan pajak ilu tidak ditentukan  s:wenang - sewenang dan harus ada
kepastiaan hukum, mengenai sabjeknya olijekunya dan wakta pembay: rannya. Oleh
karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak vang terutang,
kapan yang harus di bayar, serta batas weku pembayaran.

¢. Asaz Confenience
Pajak hendaknya dipungut pada saal yang tepat alau saal yang paling baik bagi
Wajib Pajak yaitu sedekat murgkir dengan saal diterimanya penghasilan. Sistem
pemungutan ini disebut Pays as You Ear.

d. Azas Econonty
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya

pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.



2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus mendasarkan pade keadifan dan keabsahan, disamping

keempat azas vang dinyatakan oleh Adam Smith, ada beberapa teori yang
yadg E

mendukung prinsip - prinsip keadilan dan keabsahan. Menurut Rimsky (2000:18)

teori — teori pemungutan pajak sebagaimana berikut ini:

b.

o

Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenei keadilan dan keabsahan pemungutan
pajak seperti yang berlaku dalam perjaniian asuransi, dimana perlindungan yang
diberikan oleh negara kepada warganya dalam Eetatulc keselamatan dan
keamanan jiwa serta harta benda dipertukan suatu pernbayaran dalam bentuk
pajak.

Teori Kepentingan

Teori ini menckankan bahwa pembagian beban pajak pada masyarakat
selu:}uimya harug didasarkan atas kepentingan orang rasing —~ masing dalam
suati negara.

Teort Bakti

Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak rautlall untuk memungut
pajak, dilain pihak masyarakat pun harus menyadari bahwa membayar pajak

Sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara,
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Teori Daya Pikul

Teori ini meackankan bahwa dasar kesdilan dalam pemungutan pajak adalah
terletak pada jasa - Jasa yang diberikan olel negara kepada masyarakat yaity
perlindungan jiwa dan harte bendanya.

Teori daya pikul menurut D¢ Langen (Erly Suandy, 2002:29) adalah sebaga’
berikut:

"Daya pikul adalah besarnya kekuwmtan seseorang untuk dapal mencapai
pemuasan kebutuhan setinggi — tingginya, setelah dikurangi dengan yang
mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup vang mendasar). Kekuatan untul:
menyerahkan uang kepada negara {pajuk) barukah ada, jika kebutuhan primer
untuk hidup telah tersedia.”

Kelemahan teori daya pikul ini adatah sulitnva meneniukan secara tepat Daya
Pikul seseorang, karena akan berbeda Jan selalu berubah —~ ubah. Teori daya
pikul ini diterapkan daiam Pajak Penghasilan ( PPh), dimana Wajib pajak baru
dikenakan PPh bila memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak ( PTKP ).

Tem;-i Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bzhwa penyelenggaraan kepentingan -nasyarakat
yang dianggap sebagai dasar keadilan pemunguten pajak yang bukan
kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberaikan pada fungsi

mengatur



2.1.5 Stelsel — stelsel Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak khususnyi: Pajak Penghasilan dikenal tga macam

sielsel pajak ( Erly Suandy, 2002:33) yaiu:

a. Stelsel Nyata ( Kiil Stelsel )
Stelsel ini menerangkan kahwa pengenaun pajak didasarkan pada objek atau
penghasilan yang sungguh — sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau
periode pajak. Dengan demik.an, besarnye pajak baru dapat dihitung pada akhir
tahun atau akhir periode pajak. Farena penghasilan rifl baru dapat diketahui setelah
tahun pajak atau periode pajak berakhir.
Kelebikan stelsel ini adalah besarnya pajak vang dipungut sesuat dengan besarnya
pajak yang sesungguhnya terutang. kareaa pemungutan pajak dilakukan setelah
tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Sedangkan
kelemahannya adalah pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun
pajak atau akhir periode pajak, padilal pemerintah membutuhkan penerimaan
pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada
akhir tahun.

t. Stelsel Anggapan { Fictieve Stelsel )
Dalam stelsel ini pemungutan pajak dupat dilakukan pada awal tahun pajak, karena
berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Hal imi
ciimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan /

pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, Anggapan dapat berupa anggaran
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pendapatan tahun berjalan amau diaswms:kan pada tahun pajak berjalan sama
dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

Kelebihan stelsel ini adalah pemungutar pajak sudah dapat dilakukan pada awal
tahun pajak atav awal periode pajak, karena berdasarkan suatu anggapan, sehingga
penerimaan pajak oleh peme-intah ini unink membiayal pengeluaran sepanjang
tahun dan tidad hanya pada akhir tabuns Sedangkan kelemahannya adalah
besarnya pajak yang dipungut belum temu sesuai dengan besarnya pajak yang
sesungguhnya ferutang.

. Stefsel Campuran

Dalam stelsel ini berfuku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada
sualu anggapan ( fictive stelsel ) dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode
pajak dihitung kembali berdasarkan pada swistu kenyataan ( #ill stelsel )., sehingga
menurul stelsel mre akan tegadr penghidungan kembali antuk menentukan masalah
kelebihan atau kekurangan pajak,

Kelebihan stelsel ini adalah pemunguian pajak sudah dapat dilakukan pada awal
tahun pajak atau awal periode pajak, dan besa.mya pajak yang dipungut sesua
dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungaa
kembali pada skhir tahun psjak atau akhir periode pajak setelah penghasilan
kembali pada akhir tahun pajak atau akhir p@%i@d{% pajak, setelah penghasilan yang

sesungguhnya diketahui.
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Sedangkan kelemahannya adalah adanye tambahan pakerjoan administrasi karena
perhitungan pajek dilakukan dua kali vains pada awal dan akhir tahun pajak atau
akhir periode pajak.

Undang — undang PPh Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal
tahun pajak angsuran pajak ( PPL Pasal 25 ) berdasarkan besarnya pajak yang
terutang pada Surat Pemberitehuan Pajak { 5PT ) tahun sebelumnya. Kemudian
pada akhir tahun dihitng kerabali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya
diperoleh pada fahun yang bersangkutan. lika terdapal kekurangzn maka Wajib
Pajak harus melunasi kekurangan pembavaran pajak ( PPh Pasal 29 ) dalam jangka
waktu yang telab ditentukan. Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 25

Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Definisi Penghasilan
Definisi penghasilan deagan berdasarkan Pasal ayat (1) Undang — undang No.
17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, vang %:iin*mksud dengan penghasilan adalah
schagal berikut:
"Penghasilan yaitu setiap rambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai unwk konsumsi atau untuk menambal
kekayaan Wajib Pajak yeng bersangkutan, dengan naoma dan dalam bentul:

apapun,”
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Dengan berdasarkan  ketentuan terschut maka, Rimsky ( 2001:52

memberikan pengertian teatang Paiak Penghastian yaitu:

"Pajak Penghasilan adaleh suatu purgutan resmi yang ditunjukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan ateu atas penghasilan yang diterima dan
diperolehnya dalam tahun pajak uniuk kepentingan negara dan masyarakat
dalam hidup berbangsa can bernegara sebagal suatu kewajiban yang harus

dilaksanakannya.”

2.2.2  Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Unduang — undang Nomor 17 Tahun 2000

perubahan alas Undang — undang Nomer (U Tahun 1994, dan juga merupakan

perubahan aias Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

yaitu, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adatah:

a.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia alau oreng pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari 1€3 ( seratus delapan pulub tiga ) hari dalam

jangka waktu 12 ( dua bzlas ) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, pengertian
badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha mavpun tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseroan lainnya. Badan



Usaha Milik Megara atau Daeirab dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi. koperasi, dona pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik. atau organisasi yang sejenis
lembaga, bentuk usaha tetap dan bertul, badan lainnya termasuk reksadana.
Warisan vang belum terbagi sebagni satu kesatuan, menggantikan yang
berhak. Dari mekanisme aliran pertambahan  kemampuan ekonomis
penghasilan yang diterima oleh Waiih Pujak dapat dikategorikan empat
sumber ( Erly Suandy, 2002:60 ), vainu

1. Penghasilan yang diterima atas diperoleh dari pekerjuan berdasarkan

hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

£

Penghasilan dari usaha dan kegia:an.
3. Penghasilan dari modal.

4. Penghasilan  lain fain seperti - hadialy,  pembebasan utang,  dan

sebagainnya.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam unsur — unsur peughasilan vang menjadi objek Pajak Penghasilan

dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - uﬁzdamg MNomor 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan, adalah melipui:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gzji, upah. iunjangan, honorarium, komisi, bonus,
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gratifikasi, vang pensivn, atau imbalar: dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Uadang — undang ini.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan wtau hegiatan, dan penghargaan.

¢. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) Keuntungan karena pergalihan harta kepada perseroaan, persekutuan. dan
badan lainnyy sehagai penggants saban ata penyertaan modal,

2) Keuntungan yang diperoleh persercan. persekutuan dan bodan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemengany saham. sekutu. atau anggota

3) Keuntungan karena likuicasi. penggabungan, peleburan,  pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihen usaba.

4) Keuntungan karena pengalihan hariz berupa hibah. bantuan atau sumbangan.
kecuali yang diberikan kepaca kelnwrga sedarab dalam paris keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaer: atzu badan pendidikan atas badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri
Keuangan, sepamiang tidak adu hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak - pthak yang bersanghutan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibet ankan sebagai biaya,
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan Karena jaminan pengembalian

utang;
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g. Dividen, dengan numa dan dalam benwuk apapun, termasuk  dividen dan
Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

h. Royalii

i.  Sewa dan penghasilan lain schubungan dengan penggunaan harta;

j.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utong. kecuali sumpai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Penserintahan,

I Keuntungan karena selisi kurs mate vaog asing:

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aluivag

n.  Premi asuranss;

0. luran yang diterima atau diperoleh perhumpulan dari anggowanya yang terdia
dari Wajib Pajak yang menjzlankan usahe atau pekerjaan bebas;

p.  Tambahan kckayaan neto yang berasal duri penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

2.2.4 Biaya— biaya yang Boleh Dikuranskan

Dalam menghitung Penghasilan E\.uizail?’ujak” penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya ~ biaya yang diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang -
undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pujak Penghasilan, vang menjadi biaya -

biaya yang boleh dikurangkan dalam perhimag@n Penghasilan Kena Pajak, adalah:



a.

Biaya untuk mendapatkan, menagih. dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
pembelian bahan. biaya berkenaan deagen pekerjuan atau jasa termasuk upah,
gajl, honorarium, bonus. gratiftkasi, den tenjangan yang diberikan dalam bentuk
uang, bunga, sewa, royalti, biaye perjalanan, biaya pengolahan data, bia-a
pengolahan limbah, premi asuransi. biava administrasi, dan pajak kecuali Pajik
Penghasilan;

Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta terwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperolzh hek  dan  atas  biaya lain yang
mempunyaimasa manfaat lebih dari sain tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan pasal 11A;

lurai kepada dana pensivn yang pendiviannya telah disahkan oleh Menten
Keuangan;

Kerugian karena penjualan atau pengaliban barta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau vang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;

Kerugiaan dan selisth kurs mata vang asing:

Biaya penelitian dan pengembangan peruszhaan vang dilakukan di Indonesia;
Biaya beasiswa, magang, dan penclitian;

Piutang yang nyala - nyata tdak lapat ditagil dengan syarat:

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalarm laporan rugi laba komersial;

2) Telah diperbolehkan perkara penagihannyva kepada Pengadilan Negeri atau

Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUMN) atau adanye perjanjian



tertulis, mengenai penghapusan piuiang / pembebanan wang antrra kreditur
dan debitur yang bersangiu.tan;

3) Telah dipublikasikan dalom penerbitan nmum atau khusus:

4y Wajib Pajak harus meryerabkan Jultar pintang yang Cdak dapat ditagih
kepada Direktoral Jenderal Pujak, yang pelaksanasnya diatur lebih lanjut

dengan Kepuwsan Dirckiorat Jenderal Pujak.

2.2.5 Biaya — biaya yang Tidak Boleh dilu ranghkan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan, maka biayw yang sidak boleh dikurangkan dalam perhitungan

Penghasilan Kena Pajak yaitu:

a.

Pembagian laba dengan nania dan daliun bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahacn asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkun unluk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu atau anggota:

Pembentukan atau pemupikan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak
tetagih untuk nsaha dengzn hak opsi, cadangan uniuk usaha asuransi, .an
cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuin dan syarat —
syaratnya ditetapkan Keputusan Menieri Keuangan;

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,

dan asuransi bea siswa, yarg dibayar olele Wagib Pajak orang pribadi, kecuali jika
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dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung scbagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan,

Penggantian atau imbalan sehubungan deagan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatar, kecuali penyedioan makanan dan minuman
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan didacrah terienti dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang ditetapkan oleh Keputusun Menteri heuangan,

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan;

Harta yang dihibahkan, bantuan awu sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} huwruf a dan hurui’ b, kecuali zakat atas
penghasilan yang nyata — nyata dibayarkan oleh Wajib Pajuk orang pribadi
peme.luk agama Islam dan atau Wajib E’zgj_a};: badan dalam negeri vang dimiliki
oleh ]E:pemeluk agama islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh l[)emerinmh;

Pajak Penghasilan;

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkar untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak
atau orang yang menjadi tanggungannya;

Gaji yang dibayarkan kepada anggoia :persckutuan, firma, atau perseroaan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;



L. Saksi adminisirasi berupa bunga, denda. dan kenaikan serta sanksi dan pidana
berupa denda yang berkenaun dengon pelaksanaan perundang - undangan di

bidang perpajakan

2.3 Tarif Pajak
Tarif merupakan suatu pedoman dusar dalam menetapkan berapa besarnya
uiang pajak orang pribadi maupun badsn, selain sebagai sarjana keadilan dalim
penetapan utang pajak.
Macam — macam tarif pajak menuiut Sunawir (2000:15) terdiri dart:
a. Taril Proporsional
Tarif proporsional disebut juga tarif sebanding adalah tarif pemungrtan
pajak dengan menggunakan persentase yang tetap (tidak berubah) berapa
pun jumiah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
b. Tarif Degresif
Taril degresif atau tarif menaurun adalah tarif pemungutan pajak dengan
menggunakan persentase yang cemakin kecil dengan semakin besarnya
jumlah yang digunakan sebagal dasar pengenaan pajak.
c. Tanf Tetap
Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk
setiap jumlah, schingga besernya pajak yang terhutang ticak tergantung

pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.



. Tarif Progresif

Tarif progresi/ atau meningkat adalah suatu tarif pemungutan pajak

dengan persentase pemunguian vang semakin besar dengan semakin

besarnya jumlah yang dikenakesn pajak. Tarif pajak progresif merupakan

tarif yang mencerminkan keadilen karena semakin besar penghasilannya

akan semakin besar pula beban mgaknya,

Dengan berdesarkan Undang - undang No 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) maka, tarii pajak terbagi dua yaitu:

Tabel 3.1
Tarif Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000.80 10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15%
Diatas Rp. 160.000.000,00 30%
Tabel 3.2
Farif Pajul Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena iﬁmk Tarif Pajak
Sampai dengan Kp. 25.060.600,00 %
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.¢. Rp. 50.000.000,00 0%
Diatas Rp. 50.000.000.00 s.d. Bp. 100.000.000,00 15%
Diatas Kp. 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25%
Diatas Rp. 200.600.000,00 35%
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2.4  Pajak Penghasilan Pasal 25

Untuk meringankan para Wasb Pajak dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesta mengatur secara khusus mengenati
tata cara pembayaran pajak dengan cars ungsuran pajak. Masa'ah angsuran pajak 1
diatur dalam pasal 25 Undang - undang Perpajakan No. F7 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 25 ayit (1) make, besamya angsuran pajak dalam tahun
berjalan yang harus dibayar sending olelr Waplb Pajak untuk sctap bulan adalah
sebesar Pajak Penghasilan yany tervtang menurut Surat Pemberitahuan (ST
Tahunan Pajak Pengnasilan tahun pajak yvarg dikurangt dengan :

a.  Pajak Penghasiian yang dipotong :;cba;;u%mami dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 23 seria Pajak Penghasilan vang dipungut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dan

b. Pajak Penghasilan yang didayar atsu terutang di luar negeri yang bolch
dikreditkan sebagammana dimaksad dalam Pasal 240 artbagi 12 ( dua belas ) atau
banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak,

Menurut Rimsky (2001 : 120} ads heberapa ketentuan pelaksanaan Pajak
Penghasilan Pasal 25 yaitu :

1. Setelah mengetahui selisih pajak vang terutang pada tahun yang lalu, maka dapat
mengetahui besamya angsuran pajak yang horus dibayar sendiri perbulannya

pada tahun sekarang yaitu sebesar selisih pajak dibagi dengan 12 ( dua belas ).
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Batas waktu peryampaian SPT PPh acalah 3 ¢ tiga ) bulan setelah tahun  pajak
berakhir. Karena dalam hal ini belum sempat menghitung besarnya abgsuran
pajak tahun sekarang. maka ditetapkan untuk angsuren pajak bulan — bulan
sebelum batas waktu penvampaian 511 PPh besarnya adaah sama dengan
angsuran pajak untuk bulan terakhir dart tzhun pajak vang lalu. tetapi tidak boleh
lebih kecil dari rata — rata angsuran bulanan tahun pajal. yang lalu.
Angsuran bulanan yang menggunakan Surat Kelerangan Vajak (SKP, jila terjadi
perubahan ketetapan, dihitung menurut SK P terakhir.
Dalam hal — hal tertentu Direktorat Jenderal Pajak memberi wewenang untuk
menyeseuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak dalam fahun berjalan. yang beser angsuran bulanannya
mendekati kewajaran. Dimara hal tersebut diatur didelam Pasal 25 ayat (6) yaitu: 7
Bircktorat Jenderal Pajak borweneng untuk menetapkan perhitungan besarnya
angsuran pajak dalam tihun pajak berjalan dalam hal - bal tertentu yaitu:

a.  Wajib Pajak berhak atos kompensasi kerugian:

b. Wajib pajak memperoleh penghasilin tidak teratur,

c. Surat Pemberitahuan  Tahuvnan Pajak Penghasilan  tahun yang  lalu

disampaikan setelah lewat batas wakitu vang ditentukan;
d. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka woktu penyampalan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
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e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan yang mergakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari
angsuran bulanan schelum pembetalan:

f.  Terjadi perubahan keacaan usaba stan keglataan Wajib Pajak.

Beradasarkan Undang — urdang Perpajakan Ne o 16 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajekan Pasal 1 dijelaskan mengenai

pengertian Surat Pemberitahuan (5P ) yaitu:

"Surat Pemberitahuen adalah surat vong oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayuran pajok. objek pajak dan atav

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut keientuan peraturan

perundang -- undangan perpajakan.”™

2.5 Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun (PPh Pasal 28A Aan PPh Pasal 29)
Pada akhir tahun pajak Wajib Pajak Dalam Negen dan Wajib Pajak L;:ar
Negeri yang melakukan Bentuh Usaha Tetap., melakukan penutupan pembukuan
untuk menyusur Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan Laba / Ruginya. .
Menurut Pasal 2§ ayat (7) dan ayat (9) Undang - undang Perpajakan No. 16 Tabun
2000 tentang Ketentuar, Umum dan Taia Cara Perpajakan, diatur bahwa pembukuan
sekurang — kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, mocal,
penghasilan dan biaya. serta penjualen dan pembelian, sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang. Sedunghon pencatatan terdinn dari data yang

dikumpulkan secara teratur ientang percdaran atau penerimaan bruto dan atau
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penghasilan bruto sebagai dase unteh mengitung jumlaly pajak yang teratang,
terinasuk pemghasilan vang bukan objek pasak dan atau yang dikenakan pujak yarg
bersifat final.

Berdasarkan Pasal 28 A Undang - undang No. 17 Tahun 2000 teutang Pajak
Penghasilan yaitu jika PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih keeil
dari jumlah kredit jumlah pajak ( berupa !Ph Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 ). maks sctelzh dilakukan pemeriksaan, kelebihan
pembayaran pajaknya dapat difakukar kompensase zlau restitusi,

Sedangkan jika PPh vang terutarg uniuk sualu tahun ajak yang ternyata lebih
besar dari jumlah kredit pajak { berupz IPI'h Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 24, PPh Pasal 235 ), maka atas kekurangan pembayaran pajaknya harus
dilunasi selambat — lambatnya tanggal 25 bulan ketiga se.clah tahun pajak berakhir
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang - undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajab

Penghasilan

2.6  Pengertian Pajak yang Dibayar mela.ui Penctapan
Pajak yang dibayar melalui penetapan terdirt dan pajak vang dibayar dengan
Surat Tagihan Pajak (STP‘) dar: Surat Kﬁfiiﬂﬁg‘éhﬂ Pajak (SKP). Berdasarkan Pasal 1
Undang — undang No. 17 Tehan 2000 tentang Surat Tagihan Pajak dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) vaitu:
. Yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat unmwk

melakukan tagihan pajak dan atou sanksi admiriestrasi berupa bunga dan atau denda.



Sedangkan pengertizn Surat Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut:
*Surat Ketetapan Pajak adalah suras ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar atau Surat Kereiapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayor stau Surat Ketetapan Pagak Nibol”

2.7 Peningkatan Penerimaan Pajak

Ada beberapa fuktor yang mempengaruhi penerimaan pujak yastu antara fain
peraturan perundang — undangan, pertumbubian ekonomi. Wajib Pajak dan aparat
pajak. Salah satu titik strategis dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak sehing;a
mencapai - sasaran  adalah denpan meninghatkan jumish - Weyib Pajak. A.:g,:u’
tercapainya penerimaan pajuk dapac dilukutian dengan ckstensifikasi dan intensitikasi
serta peningkatan pemahaman tentang Undang - undang perp.ajakan.

Banyak para ahli mendefinisikan eistensifikasi dan intensifikast pajak. Salch
satunya Dwi Purnemo (Berita Pajal. No. 1401 / Tahun XXXIV 15 Agustus 2002)
mendefinisikan Ekstensifikasi sebagal berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya / kegiutan penggalian potensi pajak dengan cara
mcmpcrlm;isjdng,k;mzm pengpenian papak schingga didapat sumber - sumber
pajak (objek atau subjek) baru.”™

Sedangkan pengertian Intensifikasi adalah schagai berikut:

“Intensifikasi pajak adalah uasaha ferus menerns guna  meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajek tinpa menambah Wapb Pajak baru atau

objek pajak baru.”
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Intensifikasi pajak itu sendiri dapat berupa upaya peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak melalui pemerikssan yvany dilukokan oleh fiskus / aparat pajak, hzﬂ ini
sebagai upaya fiskus / aparat pajak uniuk mengungkap objek pajak yang belum
dilaporkan Wajib Pajak.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-
06/ 1.9/ 2001 tanggal 7 November 2001 terdang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib
Pajak dan Intensifikasi Pajak maka. dalam Surat Edaran in1 yang dimaksud dengan:

1. Ekstensifikast Wajib Pajak adalah kegictaon vang berksitan dengan penambahin
jumlah Wapb Pajak terdatiar dan porfusasn Objek Pajak dalam administrast

Dhrcktorat Jendend Pajak

2. ntensifikasi pajak adalahy hegiotun optunalisas ponggaliab pencrimaan pajak
terhadap objek najak serta subjek pajab vang telah tercatat atau terdaftar dalam
administrasi Direktorat Jenderal Pajak. dasi hasil pelaksanaan zktensifikasi Waiib
Pajak.

3. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan S@&:s“?;ana Lapangan yang dilakukan untuk

tujuan lain dalam rangka pemberian NPWID dan / astav pengukuran sebagai
Pengusaha Kena Pajak dan /7 atau unituk penentu bosarnye peredaran usaha
ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tabun berjalan.
Pelaksanaan  ekstensifikast Wap™ Pajak  dan  Intensifikasi  pajak  dapat
dilakukan dengan memanfastkan data  elstern dan  data ‘ntern.  Kegiataan
ekstensifikasi dan intensifkasi dengan nemanfaatkan data ekstern dapat diartikan

sebagai kegiataan untuk mencari dan mengumputban bahan serta data yang berasal
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dari berbagai sumber yang menyangkul kegiataan ckonomi yang mempunyai

pengaruh fiskal dan jugs pengarah kebijahan pajak atas kegiataan ckonomi
Sedangkan kegiataan ekstensifikas: dan iniensifikasi dengan memantaatkan

data intern yaitu memanfaatken data - Jute yang berkaitan dengan peinantauvan

pemenuhan kewajiban perpajakan.
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METODELOGE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenst penerimaan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Seiia Budi I sebagal obyek
penelitian bertujuan untuk menganalisa bahwa Penerimaan pajak penghasilan waiib
pajak badan itu mempengaruhi penerimaa: pajak dan upaya apa yang dilakukan oleh
KPP Setia Budi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data antara lain data penerimain
PPh Badan selam 5 tahun (2002 — 2006), deta jumlah wajib pajak selama 5 tahun dan

Penerimaan pajak selama S tahum ( 2002 - 2006 ).

3.2 Definisi Operasioal
Variabel-variacl operasional yong shan digunakun dalam penyusunan skripsi
int adalah:

l. Wajgb Pajak Badan adaleh sekumpulan orang pribadi dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik vang melakukan usaba maupun vang tidak melakukan
usaha yang menurut keterituan pevaturan undang-undang perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, sermasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak.



2. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak dalim tahun berjalan yang harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak dalan setiap batan.

)

PPh Pasal 29 merupakan Paick Penghasilan yang masib harus dibayar apabila

PPh terhutang lebih besar dari jumlah kredit pajak.

4. STP adalah surat untuk inelakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

5. SKP adalah surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Kurang Pajak Tambahan. fﬁmi Ketetapan Lebih Bayar, Surat

Ketetapan Nihil.

33 Sumber Data

Dalam melakukan penulisan skripst mi. diperlukan svatu data yang cukup
memadai dan mendukung schingga dapat cii;;mzakzxgh maka sumber data vang didapat
penulis adalah Data Skunder:
1. Data Penerimaan PPh Badan
2. Data Jumlah Wajib Pajak

3. Data Penerimaan Pajak.
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3.4  Teknik Pengumpulan Bata
Dalam penclitian ini penulis melubukan teknik pergumpulan data sebagai

berikut:

1. Riset Kepustakaan
Yaitu, penelitian dengan membaca buku-buku ihiniah dan materi kuliah yang
pernah penulis peroleh vang esuai desgan isi skripsi ini. Sebagai landasan dalan
penyusunan ini data yang diperoleh penchiti antara lain Pengertian Wajib Pajak
Badan, PPh Pasal 25, PPh I cal 29, serta teort upaya - upaya dalam mcningkalkzm»
penerimaan pajak.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu, penelitian vang dilakukan dengan jalan mendatangi kantor KPP yang
menjadi obvek penelitian dengan 1wuan untuk  mendapatkan datadata atau
informasi yang dibutuhkan sccara l;mgz;m@; dari obyek penelitian .
Bentuk-bentuk Risct lapangan antara fain
a. Wawancara
Yaitu, melakukan pengumpulan duata dengan mengadakan ‘anya jawab
langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian ini.
b. Observasi
Melakukan pengamaian  kepiatan ~ secara  langsung kelapangan yang
berhubungan dengan masalah yang <dibahas dalam skripsi ini dan pencatatan

lainnya vanp diperfukan dalam penulisan skripsi ini
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3.5  Aspek-asek Yaag Diteliti
Aspek —aspek yang diteliti dalam penclitian ini adalahb :

1. Aspek Perkembangan Penerimaan PPh Badan dari tahun 2002 - 2006,

2. Aspek Penerimaan Pajak dari tahun 2002 - 2006
3. Aspek Perkembangan Penerimaan PPh Badan dan Wayi’ Pajak PPh Badan.

4. Aspek Pertambahan Wajib Pajal. PPh Badan Baru.

3.6  Analisa Data
Teknik analisa data yang dilakukan penelit dalam penulisan skripsi ini, antara
lain :
a. Metode Kualitatif
Vaitu, menganalisa data bedisarkan intormasi yang diperoleh serta disesuaikan
dengan teori yang mendukung penelitian in.
b. Metode Kuantitatif
Yaitu, menganalisa peran dari penerimaan Pajak Penghasilan wajib Pajak Badan
dengan menggunakon metode pengajian deskriptif melalui analisa perbandingan
(Ratic) dengan rumus sebagai berikut :
I. Rata-rata hitung Penermaan PPh Badan

(X1 + X2+ X3+ ...+ Xn)

X =
N



b

Dimana :

X = Rata-rale hitung { Penenmaan )
xn = Jumiah nilai

n = Frekuenrt nilat

Drestrabuea Freluenst Reda

Fa

Fr = e = HK) %%
N

[Mmana ;

Fr = Frekuensi Relatil

Fn = Frekuensi nilol

YF = Jumish Frekuens: - Penerimaan setiap tahun

40



BARIV

ANALISIS DAN PEMOAHASAN

Di dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sgjumlah informasi dan
data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripasi ini mengenal upaya
peningkatan penerimaan pajak penghasilar Wajib Pajak Badan dalain menunjang
penerimaan pajak, yang pada penelitian in: penulis memfokuskan jenelitian terhadap
upaya — upaya yang dilakukan oleh aparai / petugas pajak dalam usahanya untuk
meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak dari PPh Wajib Pajak
Badan.

Pajak merupaken sumber dana yang diperoleh dari masyarakat atau wajib
pajak dengan tujuan untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pajak merupakan
pemasukan dana vang paling potensial hugi negara, karena besarnya pajak akan
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. perekonoraian dan stabilitas negara
tersebut.

Pembangunan i segala bidany yang terus dilukukan oleh Indonesia guna
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, tentunya membutuhkan sumber
pembiayaan yang tinggi, dan sumber perbiayaan dari sektor pajak merupakan solusi
yang paling realistis untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang, karena sumbc&mya tidak akan habis seiring

dengan kemajuan regara.
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KPP Setia budi 1 menyadari bahwa peningkatan pelayanan kepada wajib
pajak merupakan komitmen pemerintah vang akan terus dikembangkan. Peran seta
wajib pajak dengan ketaatan vang baik merupakan usaha yang sangat mulia dalam
mewujudkan Bangsa dan Negara yang mandiri serta sejahtera, untuk itu KPP Setia
Budi I menghimbau pada para wajib paiak uniuk membayarkan pajak PPh Badan
sesuai - dengan Ketentuan- ketentuan yang e ditetapkan karena sclama  ini
penerimaan Pajak PPh Badan tidak sesuai dengan jumlah wajib pujak yang harus

diterima di KPP Setia Budi 1.

4.1 Perkemﬁaémgan Penerimaan PPh Badan
Penerimaan PPh Badan yang diterima di KPP Setio Budi L. terdiri tiga jenis’
penérimaan PPh antara lain PPh Pasal 25 Badan, I'Ph Pasal 29 Badan. dJan
Penerimaan PPh Penetapan Badan yang diperoich dari penerimaan SKP dan STP,
Perkembangan Penerimaan PPh Badan dari Tahun 2002 - 21006 dopat di lihat

pada tabel 4.1 berikut ini.



Takel 4.1

Perkembangan Penerimaan PPh Badan

Fariode 2002-2006

{Dalam Jutaan Rupiah)

PPh Pasal 25 Badan P#h Pasal 29 Badan °Ph Penetapan Badan PPh Badan
Kenaikan / Kenaikan / Kenaikan / Kenalkan/
Panurunan Fenurunan Penurunan Penurunan
Abaohs W Relati Absolut Relatit Absolut | Relatit Absoiui Relaiif
Pericde Penerimaan W {%;} Penerimaan {%6) Penerimaan {%0) Penerimaan (%)
242 14,746,268 - i - 217538 = . 187504 . - 1378528 - -
2963 1585518 93842 M 538 358621 138023 53,438 £ 50348 - - 16 457 55 (238573 .
265.935.64 31.2835.40 F U7 5535725 2.u81.U4 “ §3.83 1.001 22 - - 3Z 47467 16.066,72 , GF G2
49.303 12 £2.284.51 | 83.02 48 754,69 42.217.43 645,8 2.827. 21 182621 | 152,44 100.585.24 68.11057 n 20970
7h08 43.432.84 (5.870,28) i (11,91 1234548 (38.721,31) | (74,58) 6.420,78 3.893.5Y | 154,07 52.199.10 (33.386,14) ! (38,18)
“Rom - rata | 20009 21 : 37,39 | 14673,80 - 17981 |  1.804,45 - 18324 | 48.086.73 : 64,23

. Sumnber : KPP Setia Budi | (Data Diolah Oleh Penuli

S
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Berdasarkan tabel <L 1 Jiatas vatn rata penetimaan PPh Badan terjadi dart tahun

2002 yaitu:

18 776,68 + 16,407 98 + 32,474 67 + 100.585.74 -+ 62.199.10
PPh Pasal 25 =

5 Tahun

= 46.086,73 juta Rupiah

Dengan mengalami kenaikan rata-rate penenimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar:

(-12,57%) + 97.92% + 209.73% + {~38.16%) = 064.25%

4 Tahun

Kenaikan penerimaan PPh Badan seiama 5 (lima) wahun tersebut ditkuti oleh
seluruh jenis Penerimaan PPh Budan, vaitu mulai dari penerimaan PPh Pasal 25
Badan. PPh Pasal 29 Badan, dan teraxiir FPh Penetapan Badan yang mengalami
kenaikan rata — rata, masing — masing dari zea%un 2002 sampai 2006 adalah:

6.33% -+ 72,07% + §3,02% + (-11.91%)

PPh Pasal 25 Badar =
4 Tahun

37,39 %

H
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Dengan rata-rata penerimaan PP Pasad 25 Badan sebesare

= HTI626 1 1565508 1 06 938,64 1 4930312 1 43.472.84

5 Tabun

ii

30.009.21 jut rupiah

PPh Pasal 29 Badan = 63,48 + 83 83% + 645.8% + (-74.68% )

4 Tahun

= 179.61%

Dengan rata-rata penerimaan PPh Pasal 29 Budan adale )

I

217538+ 3.556.21 + 100122+ 252721+ 5.420.05

5 Fahun

14.675.80 Juta Rupiah

152,44 %+ 134,07 %
PPh Penetapan Badan = -

Z Tahun
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Dengan rata — rata penerirnaan PPh Penetapan Badan sebesar

1.875,04 + (-2.803.48) + 1.001.22 - 2 52721 + 6.420.78

5 Tahun

1.804.,15 Juta Rupiah

Untuk lebih mengetahuoi secara mendalum mengenai kenaikan rata - rata
penerimaan PPh Badan dan jents peocraaan PPh DBadan lainaya dart thun 2002
sampai tahun 2000 moka, penesimase sctiap tahun harus dianalisa dengan
membandingkan pencrimaan yang ditersrs dalam setiap tahun sehingga dapat
diketahui perubahan -- perubahan yang terjadi dalam tap tahun. Dan kemudian
perubahan — perubahan terscbut dionalisa dengan menggunakan metode statistik
distribusi frekuensi relatif untuk mengetabui tingkat kenaikan / penurunan yang
terjadi.

Untuk tahun 2002 penerimaun PPh Badan sebesar 18.766.68 juta rupiah. .ni
dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasel 25 Badan sebesar 14.716.26 juta rupiah
dan dari penerimaan FJPh Pasai 29 Badan iebesar 217538 juta rupiah.

Untuk tahun 2003 penenimaan PPh Badan sebesar 16.407.95 juta rupiah,
namun jika dibandingkan dengan pencrimaan PPh Badan pade tahun 2002 yang
mencapai 18.766,68 juta rupiah, maka pererimaan PPh Badan tahun 2003 mengalomi

penurunan sebesar 2.358,73 juia rupiab
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Penurunan PPh Budan disebabkan karena adanya penerimaan PPh penetapan
Badan yang memperoleh nilai minus / negatii hal ini disebabkan oleh banyaknya
Wajib Pajak PPh Badan yang memperaleh restitusi / kompensasi atas pajak terutang
pada akhir tahun 2003 sesuei depgan Pasal Z8A Undang — undang No. 17 tahun 264
tentang pajak penghasilan. Karena bila dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal
29 Badan tahun 2003 dengan penerimazn %-fi’h Pasal 29 Badan tahen 2002, dimana
pada tahun 2002 penerimaan PPh Paszal 29 Badan jaitn 2.17538 juta rupiah,
sedanghan pada tahun 2003 peneriean PPL Pasal 29 Badan yaite 3.556.21 juta
rupiah sehingga mengalami kenaikan scbesar 1 380.83 juta rupiah atau 63.48 %.
Begitu juga dengan PPh Pasal 25 Badun tabun 2003 mengalami kenaikan yvang tinis
sebesar #38.92 juta rupiah atis 6,38% hai ini disebabkan karena bila dibandinghan
antara penerimaan PPh Pusal 25 Badan shun 2002 yang sebesar 14.716.26 tauta
rupiah dengan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2003 yang naik menjadi
15.655,18 juta rupiah.

Perbitungan kenailon / peaurunan tahun 2003 yang terjadi vaitu.

Z.358.73
PPh Badan = b < 100 %
18.766.68
= 1257 %
Q38 U
PPh Pasal 25 Badan = e s x 00 %
14,716,700

i

0,38 %
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PI’h Pasal 29 Badon e e e % 10U T

Untuk tahun 2004 yang terdiri hanva sebelas bulan dart bulan januari
2004sampat dengan bulan November 2004, penerimaasn PPh Badan mencapai
32.474,67 juta rupiah, namun jika dibandinghan dengan penerimaan PPh Bedan tahun
2003 yang mencapai 16.407.95 juta rupiah miaka. penerimaan PPh Badan tahun 2004
mengalami kenatkan sebesar 16.066.73 juta rupiah atau sebesar 97.92%. Kenaikan
penerimaan PPh Badan discbabkan oleh kenatkan penerimaan PPh Pasal 29 Badan
dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Dunana penerimaan PPh Pasal 29 Badan pada
tahur. 2004 sebesar 6.537.25 juta rupial. namun jika dibandingkan dengan tahun
2003 penertmaan PPh Pasal 29 Badan scbesiae 355621 jute rupial maka, peacrimaan
PPh Pasal 29 Badan tabun 2004 mengalany kenaikan sebesar 2 981,04 juta rupiah
atau sebesar §3.83%. Dun pererimuan PPh Pasal 25 Badan tahun 2004 yaag
mencapai 26,938,604 juta rupial, naman ko dibandingkan dengan Peacrimaan PPh
Pasal 25 Badan tahun 2003 yang mencapas 1365518 juta ruptah maka, penerimaan
PPh Pasal 25 twhun 2004 mengalany benakan sebeser 1128340 juta rupiah atau
sebesar 72,07%

Perhitungan kenaikan / penurunan vang terjadi pada tahun 200 | yaitu:
16.066.72
PPh Badan = — 100 %
16.407.95

iz (.)7.()2 ‘%
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1128346
PPh Pasal 25 Badag = = x HH} %%
15.655.18

f

= T207%

2.981.04
PPh Pasal 29 Badan= —— ¥ 100 %

Untuk tahun 2005 penerimaan PP Badars mencapai 100.585.24 juta rupiah,
namun jika dibandingkan dengan penerimasn PPh Badan tabun 2004 vang hanya
mencapal 32.474,67 juta rupian. maka penerimaan PPh Badan tahun 2005 mengalami
kenaikan yang sangat tajam yaitu scbesur 68.110,57 juta rupiah atau sebesar
209,73%.

Kenaikan penerimaan PPh Badan ahun 2005 yang sangal tajam  ini
disebabkan oleh kenaikan vang sungat tajan juga terhadap penerimaan PPh Pasal 29
Badan tahun 2605, penerimaan PPh Penclapan Badan m[.n;n 2005, dan juga terakiir
kenaikan yang tidak terlalu tajam dart penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Dimaaa
penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2005 mencapai 48.754.69 juia -upiah. jika
dibandingkan dengan pencrimaun PPh Pasal 29 Bedan tahun 2004 yang hanya
mencapal 6.537.25 juia rupiah maka. penerimaan PPh Pasal 29 tahun 2005
mengalami kenaikan yeng sangat tajam sebesar 42.217.43 juta rupiab atau sebesar
645,8%. Dan uniuk penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2005 mencapai 2.52721

Jjuta rupiah, jika dibandingkan déngan penerimaan PPh Penetapan Badan tahun 2004
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yang mencapai 1.001.22 maka, penerimaan PPh Penctapan Badan mengalami
kenaikan yang sangat tajam yaitu sebesar 1.526.21 jula rupiah atau sebesar 152.44%.
Dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2004 yang sebesar 26.938.64 juta rupiah
maka, penerimaan PPh Pasai 25 Badan tahun 2005 mengalami kenaikan scbesar
22.364.51 juta rupiah atau sebesar 83.02%.
Peﬂmitu.ngan kenaikan / penuranan pencrimaan tahun 20035 yaitu:
6811057
PPh Badan = —— x 100 %

3247447

= 20973 %

I
i
|

PPh Pasal 25 badan x 100 %

PPh Pasal 29 Badan = VN . % 100%

6458 %

1526.21
— x 100 %
1.001.22

PPh Penetapan Badan =

= 15244 %
Untuk tahun 2006 penerimaan PPh Badan sebisar 62.199,10 juta rupiah,
namun jika dibandmgkan dengan peserimaan PPh Badon tahun 2005 vang sebesar
100.585.24 juta mpah maka, pencemsas PPh Badan hua 2000 mengalami

penurunan scbesar 38.360.14 juta rupiah atus 38,16 Y.



Penurunann penerimaan PPh Badan ini disebabkan oleh penurunan PPh Pasal
25 Badan tahun 2006 serta penwurunan PPh Pasal 29 Badan tahun 2006, namun untuk
penerimaan PPh Penetapan Badan tabwn 2006 mengalami kenaikan. Dimana
penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2006 mencapai 43.432.84 juia rupiah, jika
dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 49.303.12 juta rupiah maka,
penerimaan PPh Pasal 25 badan tahun ,Zi}ufﬁncngaiami penurunan yang tipis yaiiu
sebesar 11,91% atau sebesar 5.870.28 juta rupiah. Dan penerunasan PPh Pasal 29
Badan tahun 2006 scbesar 1234548 suia rupiah, Jika dibandingkon dengan
penerimaan PPL Pasal 29 Badan tahun 2005 sebesar 45.7534,69 juta rupiah maka,
penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2002 jug;zt mengalani penurunan yang tajam’
yait;l sebesar 36.713.3] juta rupiah atau %;ebeszar 74,68%. Lain halnya dengan
penerimaan PPh Penetapan Badan tahan 2006 yang mencapai 60420.78 juta rupiah,
jika dibandingkan dengan penerimaan .§’§}Ei Penetapan Badan tabun 2005 yung
mencapai 2.527.21 juta rupiah maka, pﬁmﬂdﬁmm PPh Penetapan Badan tahun 2006
mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu ;ge}:msar 154.07% atau schesar 3.893.57
juta rupiah,

Perhitungan kenaikan / penurunan tahun 2006 vaitu;

3838614
PI’h Badan = S x HO0 %%
100.584.24

s 38.16 %



N
1]

5.870.28

PPh Pasal 25 Badan = e % 100 %
493017
= 1191%

PPh Pasal 29 Badan = e % 100 %
48.754.6u

= - 785 %

3.895.57
PPh Penetapan Badan = ' < 100 %
23NN

Ll

154,07 “%

it

Dari 5 (lima) tahur tersebut kenaikan tertinggl penerimaan PPh Badan.
kenaikan tertinggi pencrimaan PPh Posal 25 Badan. serta kenaikan tertinggi
penerimaan PPh Pasal 29 badan sams - sarma terjadi pada tahun 2003 yaitu masing —
masiag sebesar 68.110.57 juia rupiah atau 209.73 % dan 22.364.51 juta rupiah atau
83.02% serta 42.217.43 Juta rupiah atag 645,8% dibandmgkan dengan pencrimeaan
PPh badan tahun 2004. penerymacn PPh Pasal 25 Badan Trhun 2004, serta
penerimaan PPh Pasal 29 Badan tahun 2004,

Dan juga untuk penurunan Prh %’%=;§z!;ul (elinggi. penurunan PPh Pasal 25
Badan tertinggi, dan penurunian PPh Pasal 29 tertingpi sama - sama terjadi pada

tahun 2006 yaita masing - masing schesar 38 16% atau sebesar 38.386.11 juta rupian
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danl1,91% atau schesar 5.870.26 juta rupiah serta 74.08% atau sebesar 36.713.51
juta rupiah.

Sedangkan untuk kunaikﬁn penerumian PPh Penctapan Badan tertinggi terjadi
pada tahun 2006 yaity 3.893.37 jula za.&;&i:xi} atan 15407 % dibandingkan dengan

kenaikan pencrimaan PPh Penetapan Badan Tahun 2005

4.2  Perkembangan Peraman Femrémam PPh Badan dengan Penerimaan
PPh dao Selurua Penerimaan Pajak di KPP Setia Budi i
Dengan mengetahui perkembangan peranan penerimaan I Ph badan dalam 5
(lima) tahun maka, dapat diketahui sa:lt*»ea*&ﬁz& hesar pengarub pencrimaan PPh badan
terhadap penerimaan PPh  dan scluruh :pcmrim;mn pijak di KPP Setia Budi.
Untuk penerimaan FPh Badan lefﬁlacﬁ&;) penerimaan pajak besarnya selalu

berfluktuasi dari tahun 2002 samipai dengan thun 2000 begite juga terhadap sclurdsh

penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihiat pada tabel 4.2 berikut ini :



Tabet 4.2
Peranan Penerimaan PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak
Periode 2002 ~ 2006

{Dralam Jutaan Rupiah)

- Pepgrimazn Penerinaan Penerimaan |

Periode FPh Badan PPH % Pajak %
14 1 2 I 1 A O=2:5
2002 18.766.68 | 7227437 2597 202,341,383 9,27
72003 | 16.407.95 82.705,14 19.34 314.001,07 | 522

2004 | 3247467 140.394 43 2313 463.612,68 7
72005 | 100.585,24 316.537,10 3178 77942190 | 12,91
""" 2006 | 652.199,10 284.832,10 21,34 789.406 7,88
Jumiah 230.433,64 896 744,14 2570 | 254878348 9,04

Sumber "tjéiém:"‘KEpASétEé Bud (Daté diolah omiifpenugié) &

Dari tabel 4.2 diatas peranan pencrimaan PPh Badan terhadap penerimaan
PPh tahun 2002 sebesar 25,97 Y% kemudian turun pada tahun berikutnya yaitu tahun
2003, peranan PPh Badan terhadup penerimsan PPh tahun 2003 turun menjudi
19.84% penuwrurnan ini disebabkan olch furiniya penerimaan PPh Badan menjadi
16.407,95 juta rupiah dibandingkan dengan penerimaan FPh yang meningkat menjadi
§2,703,14 juta rupiah. Kemudian naik ::izﬁeém dua tahun berikutnya vaitu tahun 2004
naik menjadi 23,13% dan pada tahun 2@05 naitk menjadi 31,78%. Kenaikan ini
disebabkan adanya kenaikan pen&rimmmﬁ PPh Badan maupun penerimaan PPh.

Sedangkan pada satu tahun ber'kuinya vaitu tahun 2006 peranan penerimaan PPh



Badan terhadap penerimaan PPh mengalami penurunan menjadi 21,84% penurunan
ini disebabkan terjadinya penurunan baik penerimaan PPh Badan maupun penerimaan
PPh.

Sedangkan peranan penerimaan PPh Badan terhadap seluruh penerimaan
pajak pada tahun 2002 sehesar 9.27%, dan pada whun berikutnya yaita tahun 2003
peranan pencrimaan PPh Badan terhadap scluruh pencrimaan pajak mengalami
penurunan menjadi 5,22% dibandingkun dengan tahun 2002, ini disebabkan
penurunan PPh Badan pada tahun 2605.

Kemudian dua tahun berikuinya yaitu tabhun 2004, tahun 2005 peranan
penerimaan PPh Badan terhadap penerimaun selurub pajak mengalami kenaikan yang
masing ~ masing mengalami kenaiken sebesar 7 % dan 12.91%. Dan pada tahun 2006
peranan penerimaan PPh Badan mengalami penurunan menjadi 7.88%, bila
dibandingkan dengan tahun 2003.

Dari lima tahun tersebut jumlah penernnaan PPh Badan scbesar 230.433,04
juta rupiah dan jumlah pencrimaan PPh ;;ciwseau‘ 89674114 juty rupiah, schingga
peranan penerimaan PPh Badan terhadap penerimaan PPh scbesar 25,7%. Sedangkan
peranan penerimaan PPh Badan terhadap seluruhy penerimaan pajak sebesar 9,0:4%,
dengan jumlah pencrimaan pajak selama Lma twhun sebesiar 2.548.783.,48 juta rupiah.
Bisa dilihat dalam gambar di bawah ini nai%: turunya pencrimaan pajak selama lims 5

tahun dari tahun 2002 — 20006.



6007
500
o & Poneriaan PPh
360 Badan

@ Penerimaan Pajak
200

'y

160-

Ot

2002 2003 2004 2005 2006

Gambar: 4.2
Pencrimaan PPh Badan terhadap Penerimaan Pajak Periode 2002-2000
4.3 Hal-hal yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan
Ada beberapa hal vang dapst mempengaruhi penerimaan PPh Badan antara
lain :
1. Peraturan Perundang-Undapgan Perpajakan
Peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  mencerminkan
keadilen, adanya kepastian hukam dan mudah dzlam pelaksanaannya akan
menanibah kepatuhan dan kesadaran vaag lebih besar dari Wajib Pajak
sechingga secara langsung skan membantu upaya dalam  peningkatan
penerimaan pajak.
Pencerminan keadilan bagi Wajib Pajak PPh Badan dapat dilihat dari

besarnya pajak vang terutang dan harus dibayar olech Wajil Pajak PPh Badan
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sesuai penghasilan vang diierima atau diperolehnya. Semakin tinggl
penghasilan yang diterima ata: diperoieh Wajib Pajak PPh Badan maka,
semakin besar pula pajak yang dibavar, begitu pula sebaliknya semakin kecil
penghasilan yang diterima wtau c.i%:p:ar(r%eh Wajib Pajak PPh Badan maka,
semakin kecil pula pajak yang aiit.s-a.ym. Hal ini ¢apat dilihat dalam pasal 17
Undang-undang PPh Tahun 2000 yaitu semakin besar lapisan penghasilan
kena pajak atau penghasilan ncto Wajib Pajak PPh Badan maka, semalin
tinggi pula torif pajak yang dikenakan schingga semakin besar pula pa,ak
vang terutang atas Wajib Pajak I'I'h Badan {keadilan vertikal).

Pencerminan keadilan juga - dapat dilihat dari pengenaan pajak yang
diselenggarakan secara umumni dan merata dalam setiap Wajit Pajak PPh
Badan yang mempunyai kemampusn ckonomi atau yang mendapatkan
kemampuan ekonomi yang samnd harus dikenakan pajak yang sama, sehingga
tidak ada lagi perbedaan diamasa sesama Wajib Pajak Penghasilan dalam
I;asal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh tahun 2000 <keadilan hor’sontal)

Untuk kepastian hukum dalam perundang-undangan perpajakan dapat
diartikan sebagai adanya kepastien éSubyek Pajak yang terdapat pada pasel 2
ayat (3) Undang-Undang PPh thun 2000, Objek Pajak terdapat pada Pasal 4
a.yat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang PPh, besarnya pajak vang
dikenakan dengan tarif umem, wif final, maupun penghasilan yang tidak
dikenakan tarif pajak, serta cars pertuasan pajak schingga akan menjadi pasti

dan jelas perundang-undangan pevpajakan tersebut. Cara perluasan Pajak
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untuk Wajib Pajak PPh Badan dapat dilibat dalam Undang-undang PPh tahun -

2000, yang dapat dilakukan melaivi :

a. Perluasan pajak dalam tahun berjalan melalui angsuran dan / atau kredit

pajak berupa :

L.

Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor /
kegiatan usaha dibidang liinnya sesuai ketentuan pasal 22 Undang-
Undang PPh Tahun 2000,

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty,
sewa, hadiah dan penghargaan seria imbalan jasa sesuai ketentuan
Pasal 23 Undang-Undeng No. 17 Tahun 2000 tentang pajak
penghasilan,

Pajak yang dibayar atau yang terutang atas penghasilan di luar negeri
yang boleh dikreditkan ses su-zéi ketentuan pasal 24 Undang-Undang No.
17 Tabwn 2000 tentany Paj &R Penghasilan. |

Pembayaran vang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Badan sesuai
ketentuan Pasal 25 Undangmﬁ.énciang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan.

b. Perluasan Pajak pada akhir tahun, vang terjadi jika PPh yang terutang

dalam suatu tahun pajak lebib besar dari jumlah kredit pajak maka, atas

kekurangannya harus segers difunasi sesuai dengan Pasal 29 Undang-

Undang No. 17 tahun 2000 tentimg Pajak Penghasilan, namun jika PPh

yang terutang Icbilh besar dari jumiah kredit pajak 1aka, kelebihannya
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dapat direstitusi atau dikompensasi sesual dengan Prsal 28A Undang —
undang No 17 Takun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dari uraizn perundang-undangan perpajakan diatas mengenal
keadilan, kepastian, dan kemudahan sangar jelas bahwa perundang- -
undangan  perpajakan  Indonesia sanpatiah mendukung  dalwm
meningkatkan penerimaan pejak schingga diharapkan dengan adanya
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan akan menambah penerimaan Pajak khususnya dari PPh

Badan.

2. Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan
besarnya pajak yang diterima oleh hegz}aran Jumlah Wajib Pajak Badan yang
terdaftar di KPP Setia Budi | sangat berpengaruh terhadap penerimaaan PPh
Badan di KPP di Setia Budi [ yang juga akan berpengaruh terhadap
penerimaan pajak di KPP Setia Budi I Untuk dapat melihat pengaruh Wajib
Pajak PPh Badan terhiadap penerimmaan PPh Badan maka, dapat dilihat dalam

tabel 4.3 berikut ini :
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Tabel 4.3

Perkembangan Penerimaan PPh Badan dan Wajib Pajak PPh Badan

Pepiedde 2002 -2000

{Dalam Jutaan Rupiah)

Periode || Wajib  Pajak  PPh Badan { Penerimaan  PPh Badan
Jumlah | Naik /7 Turun Penerimaan Naik / (turun)
“Absoiut  Relatif Albsolui Relatif
% %
! ;
2002 5.882 | - 18.7006,08 - [ -
3003 6530 1 65¢ TRER [6.407.05 | (2358,73) | (12.57) |
rrerane - 1 AT T T Y - & e I :
| 2004 7337 | 797 12.19 32.474.67 16.066,72 | 97,62
2005 8.044 1 707 9,64 100.585.24 | 68.110,57 | 209,73
2006 9.043 | 999 1242 | 6219910 | (38.386.14) | (38.19)
Rata-rata | 7.369 | 790.2 1136 46.086,73 | 31.230,54 | 64,23

Sumber data : KPP Scthudil(ﬁdt@; di@é&iﬁ oiei{ pchiﬁis‘]

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah Wajib

Pajak PPh Badan maka, mengakibztzan adanya penmgkatan jumlah penerimaan

PPh Badan. Dimana rata - vata jurmiah Wajib Pajak PPh Badan dart tahun 2002 di

KPP Setia Budi I dapat dihitung vaiiu sebagai berikut:

Rata-rata Kenaikan jumlah Waiik Pajak

= (58 +797 + 707 + 999

4 tahun

= 790,2
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Selama lima tahun jumlah Wajib Pajak PPh Badan terus meningkat,
dimana untuk tahun 2003 teradi peningkatan jumlah Wajib Pajak PPh Badan
sebesar 11,19% kenaikan ini terjudi diakibatkan pada tahun 2002 jumlah
Wajib Pajak PPh Badan di KPP Setia Budi | mencapai 5.882, namun pada
tahun 2003 jumlah Wajib Pajak %’W’%& Badan meningkat menjadi 6.540, tetapi
penerimaan PPh Badan tahun 2003 mengalami penurunan yang sangat tipis
sebesar 12,57%. Begitu juga pada tahun 2004 jumlah Wajib Pajak PPh Badan
meningkat menjadi 7.337, maka bila dibandingkan dengan tahun 2003 Wajib
Pajak PPh Badan mengalami kenatkan sebesar 12,19%, begitu juga dengan
penerimaan PPh Badan tabun 2004 mengalami kenaikan sebesar 97,92%.
Kemudian pada tahun 2005 Waib E?;.,liaxk PPh Badan juga mengalami kenaikan
yang tidak terlalu besar yaitu 9,64%, dibandingkan dengan wahun 2004 jumlah
Wajil Pajak PPh Badan tabun 2{'.)@.'}:5 nak menjadi 8.044, namun penerimaan
PPh Badan tahun 2005 mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu
209,73%. Terakhir pada tahun 2006 Jumlah Wajib Pajak PPh Badan juga
meningkat menjadi 9.043 schingga mengalami kenaikan sebesar 12,62%,
sedangkan penerimaan PPh Baden .Eahun 2006 mengalami penurunan sebesar
38.16%.

Perhitungan keraikan / gmmjxrumn jumlah wajib pajak PPh Badan dari
tahun 2002 sampai tahun 2006, -jis}mma kenaikan / penurunan ferjadi dimulai

pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:
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654
Tahun 2003 = ——-

5.882

v B0 %

= 11,199,

797

H

Tahun 2004 100 %
6.540

Tahun 20035

Ii

x 100 %

= 9.64%

RALY)
Tahun 2006 - Yy 2

8.044

it

x 100%
= 12,42 %

Kenaikan rata - rata jumlah Wagib Pajak Badan dari thun 2002 —

2000 adalah = TLI9 %+ 12,19 %+ 9,64 % + 12.42 %

4 tahun

== 11.36 %

Dan Dari taber 4.3 diatas juga dapat dilihat dengan adanya peningka‘an

Penerimaan PPh Badan maka. mengakibatkan adanya peningkatan jumlah

penerimaan Wajib Pajak PPh Badan. Dimana rata — rata Jumlah Penerimaan PPh

Badan dari tabun 2002 di KPP Seiia Padi | dapat dihitung yaitu sebagai berikut.
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Rata—rata Kenaikan jumlah = (2.558.73)+16.066.72-+68.1 10.57+(38.380.14)
Penerimaan PPh Badan -

4 tahun
= 31.230.54

Selama lima tahun jumlsh Peperimaan PPh Badan terus menurun,
dimana untuk tahun 2003 terjadi penurunan jumlah Penerimaan PPh Badan
sebesar 12,57% penurunan i terjuadi diakibatkan pada tahun 2002 juialah
Penerimaan PP Badan di KPP Setia Budi D mencapai 18.766,68, namun pada
tahun 2003 jumlah Penerirazan PPh Badan Mepurun menjad 16.407.95,
tetapi Wajib Pajak PPh Badurn sahun 2003 mengalami penurunan yang sangat
tipis sebesar 11,19%. Begitu juga pada tahun 2004 jumlah Penerimaan PPh
Badan meningkat menjadi 324 74.57, maka bila dibandingkan dengan tahun
2003 Penerimaan PPh Badan nengalami kenaikan scbesar 97.92%, begitu
juga dengan Wajib Pajak PPh Baden tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar
12,19%. Kemudian pada taban 2005 Penerimaan PPh Badan juga mengalami
kenaikan yang sangat tajam yaii "i“ﬁ.(.}@l.”!’fi%. dibandingkan dengan tahun 2004
jumlah Penerirnaan PPh Badan tabun 2005 naik menjadi 68.110.57, namun
Wajib Pajak PP'h Badan tahun ZE%(L‘!:% naik yang menjadi 9.64%. Terakhir nada
tahun 2006 Penerimaan I Ph Badan juga menurun menjadi 62.199,10 sehingga
mengalami Penurunan sebesar 38,16%. sedangkan Wajib Pajuk PPh Badan

tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 12,42%.



Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tabun 2006

| 8.7(;&.;(3%%
-12.57 %5
16.066.72
E%?’fﬁﬁ
U7
68.110.57
247487

20,7 3%%

-38.330., 14

100.565.24

-38.16 %

A

100 %

10G %y

160 %

100 %
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K.enaikan rate — rata jurlah Penerimaan PP’h Badan dari tahun 2002 —

2006 adalah = (12.57) % + 97,92 9% + 20973 % + (38,16) %

4 iabn

64.23 %

Selama lima whun kenatkan rata-rata penerimaan PPh Badan cukup

tinggi vaiw sebesar 64.23% disebablan oleh kenaikaa rata-rata jumlah Wajtb

Pajak Badan sebesar 11.36%. Schingga dapat diartikan bahwa faktor jumlah

Wajib Pajak PPh Badan mempunyai pengaruh vang sangat besar terhadap

penerimaan PPh Badan di KPP Setiz Budi L
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Terjadinya penurunan dan ke atkan jundah pajak tidak dapat diprediks
oleh pegawai KPP Setia budi L. Pegawal pajak berusaha meningkaikan setiap
tahunnya dalam jumiah menaikan wajit pajak dalam membayar pajak atau
mempunyai NPWP maka terkadang pegawal paja%g melakukan penyisiran dari

usaha kecil maupun usaha besar.

4.4 Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukaa Dalam  Meningkatkan

Penerimaan P?h Badan

Untuk dapat mepingkaikan penerimaan pajak khususnya penerimaan
?Ph Radan, maka perlu dilakukan ﬁpaya — upaya dari pihak KPP Setia Buai !
dalam n*:cningimﬁkun peneritisan PPh Badan.

Upaya tersebut dapat berupa ckstensifikasi yaitu penambahan Wajib
Pajak Badan yang merupakan salah satu {aktor terpenting dalam penerimaan
PPh Badan dan intensifikesi y;mg antara lain dapat berupa pemeriksaan
sederhana lapangan yang cilla%;ukém oleh fiskus atau petugas pajak dalam
meningkatkan kepatahan Wajils Pajah Badan dalam membayar pajak.

a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
Secara teoritis ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi dua tahap yaitu
1. Pengolahan / identifikasi data
Data — data yang diperoleh ! dikirim dari suniber data sebagaimana yang

dimaksud dalam berbagai peraturen perpajakan dipilah - pilah untuk
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mendapatkan informasi mana yang sudah ber- NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak), material atau tidak. perlu tindak lanjut aiau tidak dan sebagainya.
2. Tahapan lapangan / Pemertksaai
Tindak lanjut dari penemuan data - data yang sudah diolah adalah dengan
mengirim surat himbauvan kepada calon Wajib Pajak dan /atau pemotong
pajak atau Pengusaha Kera Pajak (PKP) atau bisa juga dapat beripa
sebagai respon atas daa yang ada kepada pihak tertentu. sehingga diperoleh
data — data yang Iebih jeles. Kalau surat himbauan tidak direspon,
diteruskan dengan tindakan pemeriksaan.
Pelaksanaan ekstensi{ikasi vang dilakukan di KPP Setia Budi 1
vaitu sesuai dengan tahap - tahap distas yaitu
o Tahap Pengolahan / tdentifikasi data
Data vang aca di KPP Setia Budi | dapat dimeafaatkan dalam
pelaksanaan ckstensifikasi. Data tersebut dapat berupi data intern
seperii bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan data ckstern seperti IMB.
notaris, data dart KPP Lain, daftar data pelanggan telpon dan daftar
data pelanggan listrik.
Untuk mempermudah memperoleh data ekstern pemcrintah
{Direktorat Jendral Pajak) teleh mengedakan kerjasama dengan
instansi fuar seperti PLN m@aupun Telkom d:ngan mengeluarkan Surat

Edaran Direktorat Jendril Pajak Nomor : SE-11/P3.23/1993 tentang
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persyaralan Nomor  Pokox Waprh Pajak (NPWP) bagi pelanggan
teipon.

Data yang dari KPP lain adalah data Wajib Pajak yang ada di
KPP lain tetapi Wajib Pajak tersebut melakukan kegiatan di KPP Setia
Budi | maka, KPP yang bessangkutan tersebut harus mengirimkan data
Wajib Pajuk tersebut ke KPP Setia Budi L

Kemudian dari dawn ekstern dan intern tersebut diolah dan
dimanfaatkan untuk kegiotan ckstensifikasi. Dan apabila dan data
ekstern dan intern tersebui terdapat Wajib Pajak yan2 seharusnya
merupakan Wajib Pajak yung terdaftar di KPP Setia Budi [ namun,
Wajib Pajak terscbut tidek atau belum mendaftarkan diri di KPP Setia
Budi I, maka oleh Ki'P' Sctio Budi 1 oleh scksi Pengolahan Data dan
Informasi dibuatkan surat himbavan yang kemudian dikinm ke Wajib
Pajak yang bersangkuran.

Surat himbausn NEWP merupakan sarana bagi KIPP Setia Budi
I untuk menghitabau calon Wajib Pajak agar segera mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP. Kemudian dari surat himbauan tersebut
calon Wajib Pajax Badan harus memberikan tanggapan paling lambat
14 (empat belas) hari. dan jika lewat dari batas yang tclah ditentuan
calon Wajit Pajuk Badan tidak merespon atau tidal. memberikan
tanggapan atas suret himbauan tersebut maka, olen KPP Setia Budi |

dapat dibuatkan datar calon Wajib Pajak Badan yang tdak
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mendaftarkan diri unwk sclanjuinya segera dilakukan pemeriksaan
lapangan.

Pemeriksaan vang dilakukan oleh KPP Setia Budi I dalam
rangka kegiatan ekstensitikasi  adalah  Pemeriksaan  Sederhana
Lapangan (PSL). Mekanisme serta pelaksanaan Ekstensifikasi harus
mengikuti ketentuan vang berlaku yaitu Ketentuun dart Direktorat
Jendral Pajak vang berupe Surst Edaran Nomor : SE-067 P19/ 2001
tanggal 7 November 2001 tentang Pelaksanaan Ukstensifikasi Wajib
Pajak dan intensilikas: Wanh Pajak vastu
. Ruang lingkvp Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka

ckstensifikast Waph Paiak sang telah diketahut alamatnya dan

telah dikirim surat himbavan untuk mendaftarkan din, namun :

a. Calon Wajib Pajah tidak menanggapi atau tidak merespon
surat himbauan.

b. Calen Wajib  Pajak menanggopt  surat  himbavan  dan
menyatakan bahwa vang he:l'f»;uugmluln tdak wayib memiliki
NPWD.

¢, Surat himbauan tersebut kembali dari kantor pos.

!\J

Pemeriksoan Sederbans Lapangan dilakukan olel KPP Setia Buldi
I oyaiu dam scksr Pengolahan Daa dan Informast  vang
pentertksannnya adalah petagas paa sehst torkae yang ditunjuk

oleh kepala KPP Seua Budi L
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Pelaksanazn pereriksoan dilakukan oleh tim pemeriksa yarg

sekurang — kurangnya terdiri dari dua orang yaitu kepala seksi

Pengolahan Data dan lnformasi sebagai Penanggung jawab dan

petugas sebagai anggota tim pemeriksa. Pelaksanaan pemeriksaan

dilakukan sesvai dengan tata cara pemeriksaan dengan bedasarkan

Keputusan: Menteri keuangan No.545/KMEK.01/2000 tanggal 22

Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Hasi! dari pemeriksaen sedechana lapangan dalam rangka kegiaton

ekstensifizasi dapat berupa

a. Calon Wajib Pajok diberikan NPWP secara jabatan

b. Usul lain dari pcmurik;am‘m seperti calon Wajib Pajak memiliki
nenghasilan lca‘uiamg:pafgask dan perfu dilakukan pemeriksaan
khusus.

Dalam rangka meiakukan ckstensifikasi KPP Setia Budi T juga

melakukan kegiatan penyisiran.  Kegialan penyisiran merupakan

kegiatan vang dilakukan oleh petugas / aparat dengan mendatangi

tempat — tempat usaha / kegiatan Wajib Pajak tidak dikenal disuntu

daerah tertentu vang besada di wilayah Setia Budi 1. kegiatan

penyisiran yang diiakukan oleh KPP Setia Budi I dilakukan untuk :

a. Menghimbau lungsung  Wajib  pajak  fersebut  untuk

mendafiarkan dirs jtha belum mempunyai NPWP.
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b. Memperoleh dati - data atau keterangan tambahan dari
Wajih Papk terscbut yang selanjutnya digunakan untuk
kegistan intensilihast.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi khususnya
Wajib Pajak PPh Badan adalah dengan berdasarkan wawancura
langsung yang dilakukan penulis kepada petugas / aparat pajak dari
seksi Pengolahan Data dun Informasi khususnya yang menangani
ekstensifikasi Hasil dari pelaksar aan ekstensilikasi Wajib Pajak Badan

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :



$hasit Perkembaupgan 1

Vubel 4.4
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cegiatan Fhsie il Wy ajil Pajak PED Badan Perimde 2062 . 2006

Perinde Surat Mendaftar Yo wiendultar | Blendaftar s Tambahan Yo
Eimbauan Alelalui Yelatui Melaiui Eeginian Wajib
Surut Ha B Penyisic i | Ehstensifibkasi Pajak PP'h
Himbagan Badan
Baru
n {2) (R} {63023 i8) {t:) {7 =34 546) 3] (=78
2002 8 2 25 - - 2 371 0.35
2003 3] i 1H.07 - I 658 013
2004 10 3 3 - - 3 797 0.38
2005 12 3 M XY - - 3 707 0.71
2006 13 @ RN - - 3 Gy 0.6
Jumlah 44 17 8.6 - - 7 3732 046

SoTer PO Gatia Gudh 1{ Daty Diokah Oah Paruis )




Untuk hasil peiaksanaun ekstensifikasi melalui pemerikraan sederhana
lapangan untuk Wajib Pejak PPl Badan tidak ada, hal i disebabkan pada
saat dikikukan pcmcrikra:;:m sederhana kpangan orhadap calon Wajib Parak
PPh Badan di KPP Setic Budi I ternvata calon Wajib Pajak PPh Badan
tersebut berstatus sebagai cabany + perwakilan perusahaan yang tidak berada
di wilayah KPP Setia Budi [ nrelainkan di wilayuh KPP lain,

Sedangkan untuk hasil pelaksanaun kegiaten ekstensifikasi melalui
penyisiran tidak ada untuk Waph Pajak Badan larena peny’siran yang
dilakukan oleh petugas pajak ( scosi Pengolahan Data dan Informasi ) KPP
Setia Budi I hanya kepada Wajib Pajak Orang ’ribadi seperti melakukan
penyisiran secara door to door.

Dan hasil pelaksanaan kegiatan  ekstensilikasi  dan  peranannya
terhadap penambahan Warib Pagak PPh Badan baru selrvobnva berdasarkan
tabel 4.4 adalah sebagai berikut .

a. Untuk tahun 2002
Jumlah pepambahan  Wajib Pajak  PPh Badan baru dari  kegiatan
ekstensifikasi sebanyak 2 Wajib Pajak PPh FPadan dengun peranannya
terhadap penambahan Wajib Pajuk PPh Badan baru seluruhnya adalah
sebesar .35%.

b. Untuk tahun 2003
Jumlah penambahan Wapib Pajuk PPh Badan baru dari  kegiatan

ekstensilikasi sebanyak 1 Waujib Pajak PPh Badan dan bila dieandingkan



peranannya terhadap penambobiae Wajih Pajak PPh Badan dan scluruhnya
tahun 2002, maka peranan penanbahan Wajib Pajak PPh Badan seluruhnya
tahun 2003 mengalamn penarunan sebesar .20% atau menjadi 0,15%.
. Untuk tahun 2004
Jumlah penambaban  Wajib  Pajak PPh Badan  baru  dari Kegiatan
ekstensifikasi sebanyak 3 Waph Pajak PPh Badan dengan peranannya
terhadap penambabiar. Woph Paak PPh Badan scluruhnya mengalami
kenaikan menjadi 0.38% bila dibandingkan dengan peranan penambahan
Wajib Pajak PPPh Badin baru sclurahnya thun 2003 maka, peranan
penambahan Wajib Paja. PI'E Badan baru seluruhnya tahun 2004
mengalami kenaikan sebesar (1.23%,
. Untuk thun 2005
Jumlah penambzhan Waopb Pajak PPh Badan baru dari  kegiatan
ekstensifikasi sebanyak 35 Wagi&f Pajak PPh Badan dengan peranannya
terhadap penambalian Wajit: Pajak PPh Badan selurubnva adalah sebesar
0,71% bila dibandingkan dengan peranan penambahan Wajib Pajak PPh
Badan baru seiuruhnya yaitu mﬁuu - tahun sebelumnya maka, peranan
penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnya tahun 2005
mengaland kenatkan yang sangat tajam.
. Untuk tahun 2006
Jumiah penambaban  Wajib Pajak PPh Budan baru dari  kegiatan

ekstensifikasi scbanyak 6 Waiib Pajak PPh Badan peranannya terhadap
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penambahan Wajib Pajak PP Budan seluruhnya adalah sebesar 0.6%, bifa
dibandingkan dengan peranae penambahan Wajib Pajak PPh Badan baru
seluruhnya tahun 2005 maka, peranan  penambahan Wajik Pajak PPh
Badan baru scluruhnya tahun 1005 meagalami penurunan yang sangat tipis
scbesar 0,11%

Dalam Lima tahun besarya persentase penambahan Wajib Pajak PPh
Badan baru dari kegratan cksteasilibast terhadap penambahan Wa_iib Pajak
PPh Badan baru séluruhm; o adalah  sebesar 0.46% dengan  jumlah
penamhahan Wajib Pajuk PPL Badan baru dart kepiatan ckstensifilasi
adalah sebeser 3.752 Wajib Pajak PPh Badan baru seluruhnva. Tidak terlalu
tingginya rata — rata persentase tersebut dapat juga disebabkan oleh
kemauan dari Wajib Pajak PPh Badan e sendirt untuk inendaftarkan diri

Adanya kemauan sendwi -dant Wajpib Pajak °Ph Badan untuk
mendaftarkan dini diszbabkan .kawna adanva keharusan dan  pihak
Departemen Kehakiman melalai kantor notaris yang mengharuskan agar
Perusahaan atau Badan vang mgin Peruszhaan tersebut tercatat di
Departemen Kehakiman melalui kantor notans harus sudah niempunyai
NPWP. Schingpa dengan adunva Letentuan dart DRepartemen Kehakinan
dan kantor notaris akan membaontu pihak pemerintah dalam hal ini adalah

KPP Setia Budi 1 dalam mx;’-mm%m?m jumlah Wajib Pajak PPh Badan
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Pelaksanaan Intensifikasi

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PPh badan yang
dilakukan oleh KPP Setis Mudi | vaitu dengan melakukan intensifikasi
pemungutap PPh Badan melului kegiatan pengawasan / pemeriksaan
merupakan proses kegiatan aparat perpajakan sesuai dengan harapan agar
Wajib Pajak pauh untuk mefuksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dengan keadaan yang sehenarnya berdasarkan perundang - undangan
perpajakan, Pelaksanaan pengavasan yany  dilakukan dengan  -ara
pemantavan  penclitian.  dun pemeriksaan memungkinkan untuk
mengungkapkan objek pujak yang tidak dilaporkan oleh wayib pajak dan
diterapkan sanksi perpajakannva sesuai dengan ketentuan yang berfaku.
Dengan  derikian  pengavasan memberiken  kekuatan  dalam  upaya
meningkatian penerimaan PPh Badan.

Termasuk penerimaz it dan pelaporan pasal 25 program khususnya SPP
(Sistem Penerimaan Pajak) depgan sysiem ini setiap Wajib Pajak yang
melapor dan tidak lapor akan terlibar di PPh Badan yang adc. di ( jaringan
intern pajak ). Selain v kegiatan dari intensifikasi adalah penelitian
setoran akhir tahun ( PPh Pagal 29 ), penelitian berdasarkan pada laporan
SPT tahunan Wajib Pajak pada form induk SPT pomnt F dimina
menjelaskan angsuran SPT perbulan selama satu tahun, dan kegiatan
pemeriksaan vang wiemunghinkan untuk mengungkapkan objek pajak

yang, tidak dilaporkan  olel  wajib  pajek  dan  diterapkan  sanksi
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perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlako. Dengan demikian
pengawasan  membertkan  kekuatan dalam upaya  meningkatkan
peaerimaan PPh Badan,

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Setia Budi 1 dalam rangka
intensifikasi  dilaksanakan  melalul  pemeriksaan sederhana lapansan
sebagaimana dimaksud dakorn Surat Edaran Direkiorat Jendral Pajak
Nomor: SE-04/P1.7/2001 tanpgal 7 November 2001.

Pemeriksaan sederhara fapangan dalam rangka kegiatan intensifikasi
KPP Setia Budi | dilakukan oleh seksi PPh Badan, yang mana sebuzai
ketua tim pemeriksaan sederhana lapangan dipegang langsung cleh kepala
sub seksi verifikas Peh Badun

Pemeiiksaan sedernana Lypangan dulam rangka kegiatan intensifikasi
vang difakakan oleh PP Sctia Budi | harus diselesaikan paling Jambat
satu bulan terhitung sejak tungpal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
(SPPP) sampai dmgén laporan pemeriksaan pajak ( LPP ) disetujui oleh
kepala KPP Setia Budi 1. Balam tenggang wakiu tersebut rermasuk waktu
vang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menanggapi  Surat
Permberitahuan tardang he sil pemeriksaan.

LPP adalah svatu benwuk pertanggungjawaban setiap penugasan yang
tertuang dalam SPPP. Dari hssil LPP dapat diketahui perbandingan antara
besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak ber Jasarken SPT yang

dilaporkan dengan besarnya pajak yang terulang menurut pemeriksa.



Selisih lebih / kurang perbandingan besarnya pyak vang terutang tersebut
merupakan koreksi pajak dan dari koreksi pajak tersebut dapat dibuatkan
usulan pemenksa yang dapat berups diterbitkannya SKPKB, SKPKBT,
SKPLB, SKPN. Adapun pemerixsaan sederhana lapangan yang dilakukan
oleh KPP Seoa Budi [ ealam ranghka Intensifikasi dapat dilihat melalui

tabel 4.5 dibawah ini
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Tabel 4.5
Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Wajib Paiak PPh Badan

Periode 2002 - 2006

Periode Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Koreksi
Penerbitan SPPP | Penvelesaian Yo Pajak
(1) (2) {3} (4=3:2) {4)
2002 705 576 817 |1.314.367.830
2003 569 512 89,08 | 1.642.793.997
2004 332 243 73,19 | 1.076.789.934
2005 698 7548 79,54 | 1.501.840.819
2006 455 266 80,44 | 648.835411
Jumlah 2.759 24245 81,37 |6.184.627.991

Sumber Data : KPP Sctia Budi I ( Dara Thelah Oleh Penulis)

Dengan berdasarkan tabel 4.5 diatas diuraikan sebagai berikut:
i. Untuk Tahun 2002
Pemeriksaan Sederlana fapangan 705 SPPP. namun yahg diselesaikan
sebanyak 576 SPPP, schingga peranan penyelesalan  pemeriksaan

sederhana lapangan terbadap SPPP yang diterbitkan sebesar 81.7%.
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Dengan jumlah koreksi pajah vang dihasilkan dari pemeriksaan sederhena

lapangan sebesar Rp.1.314.367.8310.

b

Untuk Tahun 2005

SPPP yang diselesaiban sebunvak 512, sehingga peranan penyelesaian

pemeriksaan sederhana lapangen terhadap SPPP yang diterbitkan sebesar

89,93%, bila dibandingkan dengan tahun 2002 peranan pemeriksaax;

sederhana fapansan cengalomi penurunan schesar 8.28%.,  sedanghan

koreksi pajak vang dihasitkan tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi

Rp. 1.642.793.997, bila dibandingkan dengan tahun 2002

3. Untuk Tahun 2004
SPPP yang diterbitkaa sebanyak 332 sedangkan SPPP yang disclesail-an
sangatl rendah bila dibandingcan dengan SI'PP yang diterbitkan yaitu
hanya sebanyak 243 SPPP. schingga peranan penyelesaian pemeriksaan
sederhana Japangan terhadap SPPP yvang diterbitkan sebesar 73,19%
maka, peranan penyelesaian pemerniksaan sederhana lapangan terhadap
SPPP yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 16,79%. tila
dibandingkan dengan tahun ZD*‘Q}E. dan koreksi pajak yang dihasilkan dari
pemeriksaan  sederhana %a.pm‘zgml pada leﬂmn 2004 juga mengalami
penurunan merngadi Rp.  1.076.7489.034,

4. Untuk Tahun 2005

SPPP yang diterbitkan sebanyak 698 dan yang diselesaikan seoanyak 548,

sehingga peranan penyelesaiwn pemeriksaen sederhana lapangan terhadap
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SPPP yang di‘erbitkan sebesar 87.62%. bila vibandingkan dengan tahun

2004 penyelesaian pemerikssan sederhana lapangan terhadap SPPP yarg

diterbitkan mengalami kenaikan sebesar 6,35%. Dan koreks’ pajak yang

dihasilkan dari pemeriksaan scderhana lapangan tahun 2005 sebesar Rp.

1.501.840.819
5. Uniuk Tahun 2000

SPPP yang diselesaikan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan

tahun 2005 yang mana tahun ?;i%()(: SPPP yarg diterbitkan sebanyak 455

sedangkan SPPP yang disclesaikan sebanyak 366. sehingga peranan

penyelesaian  perneriksacn :;»:;::aﬁ:rhnrsa lapangan terhadap SPPP rang

diterbitkan sebesar 32.00%. Dengap menghasilkan koreksi pajak yang

mengalami penurunan takun 2006 menjadi Rp 648,855 41

Berdasarkan pemeriksnan sederhana lapangan yang diakukan oleh
KPP Setia Budi ' selama 5 tabun ;iumiah SPPP vang diterbitkan sebanyak
2.759 dan jﬁ;nlah SPPP vang (.ﬁ%xpasi diselesaikan sebanyak 2.245, bila
dibandingkan antara SPPP yang diterbitkan dengan SPPP yang diselesa’kan
maka, peranan pemeriksaan scderhana  lapangan terhadap SPPP yang
diterbitkan sebesar 80.44%. dan  koreksi pajak  yang dibasilkan dari
pemeriksaan  sederhana Izﬁpzmg_aﬁ selama 5 tahun  tercebut  sebesar
Rp.6.134.627.991
Hasil pemeriksaan sederhana fapangan wajib PPh Badan  yang

dilakukan olel: KPP Sctia Budi -1 dalam rangka Keglatan intensifikasi
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peranannya sangatl berpengar (b daliun meningkatkan penerimaan PPh Badan

di KPP Sctia Budi @ seperts tedibat pada tabel 3.6 berikut



Tabel 4.6

Peranan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Wajib Pajak PPh Badan

Terhadap Penerimaan Pajak

Periodae 2002 - 2006

Penerimaan

Penerimaan |

Koreksi | Penerimaan PPh
Tahun | Pajak Badan Y PPh Y% Pajak %

1 2 3 =313 5 6=5:5 6 8=2:7
2002 | 1.314,38 18.766,68 7 72.274,37 1,82 | 202.341,83 0,65
2003 | 1.642,79 16.407,35 10,011 82.703,14 2 314.001,07 | 0,52
2004 | 1.076,79 32.47467 3752 | 140.394.43 | 077 | 463.612,68 | 0,23
2005 | 1.501,84 100.585,24 146 | 316.537,10 | 0,48 | 779.421,90 | 0,19
2006 | 648,84 62.199,10 1,04 | 284.832,10 | 0,23 789.4C6 0,08

Surnber - KPP Setia Budi 1 { Data diolzh oleh penulig)
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Berdgasarkan tabe! 4.6 diatas. maka peranan pemenksaan sederhana

lapangan Wajib Pajak PPh Badan sclama 5 tahun adalah sebagai besikot

.1 Untuk Tahun 2002
Peranan pemeriksaan sedurhane lapangan terhadap penerimaan PPh Badan
sebesar 7%, dan terhadsp pecerimaan PPh. serta terhadap seluruh
penerimaan pajak masing — masing sebesar 1.82% dan (,65%.

b, Untuk Tahun 2003
Peranan pemeriksaar sederhana lapangan terhadap penerimaan PPh Badan,
dan terhadap penerimaan I'Ph. serta terhadap seluruh penerimaan pajak
masing — masing sebesar 10.01%., 2% serta .25 %. Bila dibandingkan
dengan peranan pemeriksaan ;cépl’l}.m'la lapangan tahun 2002 maka. tahun
2003 peranan pemeriksaan sederhana terhadap penerimaan PIh Badan dan
terhadap penerimzan PPh meongalami kenaikan yang, masing — masing
sebesar 3.01% dan 0.18%, sedangkan peranan pemeriksaan sederbana
lapangan terhadap seluruh pererimann pajak mengalami penurunan sebesar
0,13%.

c¢. Untuk Tahun 2004
Peranan pemenksaan sederhana kipanpgan terhadap pencrimaan PPh Badan,
dan terhadap pener.maan PPh, serta terhadap seluruh penerimaan pajak
masing — masing adalah sebesar 3.32%. 0.77% serta 0.23%. Bila

dibandingkan dengan peranan pemerthsaan sederhana lapangan tahun 2004
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masing —masing mengalami pesarunan yang sangat tajam yaitu scbesar
6.,69%, 1.23%, seria ,29%. )

d. Untuk Tahun 2605
Peranan pemeriksaan sederhans lapangan terhadap penerimaan PPh Badan,

dan terhadap penerimean PPh. serte terhadap seluruh penerimaan pajak

masing — masing sebesar 1.49%. 0.48%. sena 0,19% atau aengalemi
penurunan  masing - nwasing scbesar 1.83%, 0.28%. serta 0.04%

dibandingkan dengan nerasan pemeriksaan sederhana lapangan pada tahun
2004
e.Untuk Tahun 20006
Peranan pemeriksaan sederhans lapangan terhadap penerimaan PPh Badan,
dan terhadap penerimaan PPh. serta terhadap seluruh penerimaan pajak
masing - masing sebesar (4%, 3.23%, sorta 0.08% maka. bila
dibandingkan dengan peranan pemeriksaan sederhana lapangan tahun 2005
peranan pemeriksaan sederhass fapangan tahun 2006 juga mengalami
penurunan yang masing — masing mbe:mr 0.45%. 0,25%, serta 0,11%.
dalam 5 tahun (ersebut peranan pemeriksaan sederhana lapangan
terhadap pencrimaan PPh Badan dan terhadap penerimaan PPh mengale mi
kenaikan yang sangat tinggi hanva bada tahun 2003, dan pada 3 tahun
selanjutnya pada tahun 2006 peranan pemeriksaan sederhana lapangan

terhadap penermain PPh Bisdan sengalansi penurunan Sedangkan peranan
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pemeriksaan sederhana lapangan terhadap seluruh penerimaan pajak selama

5 tahun mengalami penurunar.



BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraizn - uraian yang penulis kemukakan maka

Kesimpulan yang diperoleh penulis dasi fasil penclitian dan pembahasan tersebut

adalah;

(W5

Dalam lima tahun peranan oenerimaan PPH Badan terhadap pencrimaan PPh dan
terhadap penerimaan selurubl pajak nasing - masing adalah 25,70% dan 9,04%.
Dimana penerimaan PPh Baden sciama lima tahun tersebut  mengalami
penurunan pada tahun 2003 sedanghun pada 2 tahun herikutnya yaitu tahun 904
dan tahun 2005 mengaiami peningkatan , namun pada tahun berikutnya yaitu
tahun 2006 kembali mengalami penurunan .

Acﬁlanya peningkatan penerimann P'h Badan lebih banyak disebabkan oleh fakior
ju.rhlah Wajib Fajak PPh Radan, hal ini dapat terlihat dengan semakin
bertambahnya jumlah wajib pajak PPh Badan, hal ini dapat terlihat dengan
semakin bertambahnya jt;mlah wajib pajak badan Ji KPP Sctia Budi | setiap
tahunnya yaitu dari tahun 2002 -2000.

Upaya yang dilakukan calam meningkatkan penerimaan PPh Badan lebih banyak
dihasilkan dari kegiatan iniensiltkasi di  bandingkan dengan kegiatan

ekstensifikasi.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasi! analisa vang telah divraikan dalam pembahasan, maka penulis

menyarankan beberapa hal — hal di bawaly ini :

1.

)

Untuk tahun — tahun yang aken dawang kegiatan penyisiran di daerah wilayah
KPP Setia Budi 1 dalam Merunjang keglatan Ekstensifikasi sebaiknya
dilakukan juga terhacap wapb pajak PPh Badan untuk meningkatkan
penerimaan PPh Badan di KPF Sctia Budi L

Untuk  pemeriksaan  sederhana lapangan ada baiknya  ditingkatkan  lagi
kinerjanya sehingga hasil dari pemeriksaan  sederhana  lupangan  lebih
meningkat di tahun -—tahun yaag akan datang, sehingga nantinya akan
meningkatkan pencrimaan PPh Badar.

Dengan menambahkan jumlali poetugas pajak dan kualitas sumber daya
manusia yang masih perlu ditingkatkan, mengingat volume pekerjaan yang
tinggi, schingga menuntut sumber duva manusia harus memiliki produktili as
vang tinggi pula. Peningkatan torscbut misalnya  dengan melakukan

Pendidikan dan Latthan awau ( Dikizt).
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DIREKTORAT JEADERAL PAJAK
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JI. HR Rasuna Said B-8 Telp. © 021-5254:30
Jakarta - 12910 Faks : 021-5207557
Homepage DIP:httpr/forww. pajak.go.xd

Nomor 18- %78 /WPJI.O4'KP.0102/2005 27 Desember 2006
Lampiran : Satu Set

Hal : Pemberitabuan untuk menda farkan din

Sebagai Waiib Pajuk dan ateu Pengusaha Kena Pajak.

Kepada Yth. Bapak Herman T anucijnjav
II. Flamboyan No.20 RT.009/003 Karel Setizbuci
Jakarta Selatan

Berdasarkan data pada adminitrasi kami, diketalui bahwa Saudara berdomisili dan atau
racmpunyai cabang di wilayan kerja kami. Olel karena itu dengan ini diminta kepada Saudara
untuk melakukan perubahan data alamat tempat terdaftarnya NPWE alau mendaflarkan usaba
Saudara sebagai Wajib Pajak lokasi dan sekaligus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Paiak
untuk memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan mengisi formulir
Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Date Wasib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) secara lengkap dan
benar serta menyampaikan ke Kantor Pelaysnan Pajak Jokarta Sctiabudi Satu dalen waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal surat ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayal (1) dan avat {2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana telah diabah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap Wajtb  Pajak wajib
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pujak vang wilayah kerjanya melipuil tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWD dan atau Surat Pengukuhan
Kena Pajak .

Apabila dalam jangka wektu yang teleh ditentukan tersebut di atas, Saudara tdak
melakukan perubahan data alamat atau meadaftarkan usaha sebagai Wajib Pajak lokasi dan
Pengusaha Kena Pajak, maka akan dilakukan Femeriksaan Sederhana Lapangen dalam rengka
Ekstensifikasi Wajib Pzjak

Periu disampaikan bahwa, apabila Saudera dengan sengaja *idak mendafrarkan diri atau
menyalahgunakan atay menggunakan tanpa hak NPWP dan ataw SPPKP, Saudara dapal
dikenakan sanksi pidana penjara selama ~ lamanya 6 (¢nam) tahun berdasarkan ketentuan Pasal
39 Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 tentarg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang No. 16 Tahun 2000.

Atas perhatian dan kerjasaninya diucapxan terima kasih.

7
/

‘ i3 \
i KiEpa,
' | fi B [RarroR ey NN
i % FAJAK saga YA £

X’Q’ SETiAnuD: )
7




DEPARTEMEN REUAKGAK REPUBLIK IMDONESIA
DIFEKTORAT JEMBERAL PAJAK
FANRTOR WILAYAH DJIP JAKARTA IH
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Telepan © 5254150

Rasuna $ald Xav. B-8
Faksimie : 920-73587

710
DJP ; htip: f fvawve. pajak.go.td

PEMB - 25 /WPLO4/KP.0195/2007
Segera

Pembenritahuan Tentang Pemenksaan Pajak

Pimpinan/Direksi  PT Kemistr Milera Indonesia
NPWP  02.262.017.3-011.000
MEMARA BCD LT,15 JL JEND SUDIRMAH KAV 26

Jakarta

gan dengan Surat Penintah Pemenksaan Pajak :
Homor © PRINT -4l /WPJ.04/KP.0105/2006
Tanggal : H o ey 2006

ini diberitabukan bahwa:

Nama / NiP Pangkat / Goloengan Jabatan

Endro Tribud 5., SE., Ak., M.Lc. Proasate 4 Hic LU ¥IL0I

HIP 060091743
Ahmad Mu'awam, St
HIT G60G7 8/
Suryanto

HIP (060083759

Pervata fauda Th |4 b Ketesy Tun Pementhsa

Pepata Muda [ llia Anggota Twn Peinenhkad

an untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap perusahaanfusaha Saudara sebagamana tersebut pada
rintah Pemeriksaan Pajak.

elancaran jatannya pemeriksaan, dwminta agar Savdars memb2ekan bantuan sepenuhnya, memberikan ketcrangan,
{ihatkan dan atau meminjamkan pembukuan, catatan, dokumen. dan data fainnya yane diperlukan -lalam rangka
saan. B

. untuk dilakukan pemeriksaan dan atau tidax membaniu kelancaran jalannya pemerikszan, dapat dikenakan sanksi sesual
ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 200J.

Demikian untuk menjadi perhaban Saudara.
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:

JEHR, Rasuna Said Kav. -5 Jabaala 17910 ) Lty 2 adh 150
Homepsause BIP 2 bt £ fwwer aabogoad fFavs B0 AN/
Nomar CO5e PHE PWRLD4/KP.0VIS G Den sl 2006
Sifat . Begera

Lampiran o1 (satut set

Perihal o Konfirmasi Setoran Pajak

Kepada Yth.

PT. Bank Mandiri (Perserog, Thi,
Cabang JI. Ahmagd Yani

Bandung

Sehubungan dengan pemeriksaan paisk yang sodang dilakeanazkan terhadap Wajib P jak ¢

Hama Wajib Pajak @ PT. Grand Perintis industry
HPWP T O1.657.6%97.7-011.00)
Tahun Pajak 12085

dan datam rangke Pasal 35 Undang-undang Herros & Tabun 1983 tentang Ketentuzn Umum dan Teta Cera
Perpajakan sebagaimana telah dichah tersidb:ln dengan Undang-undang Homor 16 Tahun 2000, secta untuk
mengui kebenaran jumlah setoran pajak den keansshar Surat Setorar Pajak atas narna Wajib Pajak tersebut,
maka dangan ini kepada Saudars dimin®a untuk membenkan jawaban bonfirmasi (keterangan, daty dan/atau
bukti} dengan mengisi daftar sctoran pajak ferlamp i dan mengirimka sya keombali kepada kami,

Mengingat pentingnya jawaban konfirmat demmatoud . diminta aga jawaban Sacdare dapat kami terima

paling lambat 14 {empat belas) har sejab tenggal surml va,

Fertu diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal <3
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagiimaena telah
2000, disebutkan bahwa barang siapa vang senur
atau bu}«ti yang dimint: tetapl dengan senos s merberkan heterangan atau bukti, atau memberikan
yang tidak benar, diancam acagan oodina ponjaca doen derda,

A Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
diviah terakhir dengan Undang-undang Nomer 16 Tahun

Oemikian untuk mendapat perhatian Saudara.

C U LS E PN T By
3 GSETIABOD SAT,




DEPARTEMEN KEUARGAN REPUBLIK INDOMESIA
DIRERT SEAYT UE ADERAL PAJAK
KANTOR wilLavaH D2 JAKARTA 1Y
KANTOR PELAYARAR PAIAK JAXARTA SETIABUL) SATU

SUH.R. Rasuna Said Kav. B-8 Jakerta 12910 Telp : 5254150
Homepage DIP @ htlp: /1 www. falar g Facs, | 5207957
Nomor s A pwWR L 04/KPL 0TS TG D fovee s 2006
Sifat 1 Swegera

Lampiran o1 (satut sot

Perihal : Konfirmasi Setoran Paiak

L]
Kepada Yth.
PT. Bank Mandwi (Fers roy, Tk,
Cabang H. Ahmad Yani

Banelung

Scehubumgan dengon pemcnd socan P ol v cdacg dadadanasan Lethoaddap Wapsls Patok
M (ML (L] 3 | J 1

tama Wa)b Pajak R Grand Porctis g
NPWP 91657657701 i
Tahun Pajak s 2005

dan dalam rangka Pasal 3% Undang-endang
Perpajakan sebagarmana telah diabah teraidor o

L Tabun 1933 tentang Ketenluan Umum dan Tata Cara
gar Undang-undang Nomor 16 Tahan 2000, serta untuk
menguji kebenarar jumiah setorar paiak dan kea an Sural Setoran Pajak atas nama Wajlh Pajab tersebut,
maka dengan int kepada Saudara diminta eniuk membecikan jawaban konfirmasi (keteraagan, data Jan/atau
bukti) dengan mengisi daftar setoran pajak terampic dan merginmkanaya kembali kepada kami,

Mengingat pentingnya jawaban konfimas: dirmaksud, diminta aga ijawaban Saudars dapat kamu terima
paling lambat 14 (zmpat belas) hatl sejak tangga sural i,

Perlu diingatkan bahwa sesvai dengar Pasal 41 4 Urdang-undang Somer 6 Tahuen 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana txlah givbah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000, disebutkan bahwa barang sizpa yang merueut Pasa 36 Uadang-urdang int wajib memberikan keterangan
atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan
yang tidak benar, diancam cengan pidana peojara dan denda. '

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.
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DAFTAR PERINCIAN SSP DAN JAWABAN KONFIRMASI
SP??‘TC’}:‘NPJ.OMKPG‘i(}‘:S-f‘

-~
2o

e (

2D/ 1/ 2008

NAMAWP - PT. Grand Perintis Industry

MPWP . 01.657697.7-011.600
SURAT SETORAN pAJAK JAWABAN KONFIRWASI
No JENIS KODE |
PAJAK PAJAK TANGGAL - JUMLAH ADAITIDAK ADA| JUMLAH PAJAK YG
SEBNRNYA DISETOR
1| PPh Pasal 22 Solar 0112 183-Jui-05 52 8500
21 PPhPasal 22 Solar 0112 5 Ap-0h 52 500
3 PrhPasal 22 Solar onz2 1-Anr-0% 52 800
4 PPh Pasal 22 Solar 0112 16-Mar-05 52,804
5j PPhPasal 22 Solar 0112 22-Fel05 39,600
8] PPh Pasal 22 Solar 112 3-Feh-08 39,600
7| PPh Pasal 22 Solar (412 18-Jar-05 39,600
JUMLAH KONFIRKASE 330,000
Harap dijawal resmi dengan Surat Pengantar
ke KPP Jakaria Sefinbudi Satu
Jitlan HR Rasuna Said Kav. 128, Jakarla
::‘:"-’:'“::-:\
Yang Memberikan Konfirmasi »f"’);/ :’fff‘ffé;;\s: PALARANTON,

Bank Mandiri Cabang Ji. A. Yani, Bandung
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